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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Anggota 
Dewan di DPRD Kota Bekasi. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan 
terhitung pada bulan Oktober s/d Desember 2017.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif 
dengan pendekatan Kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara Observasi, Wawancara secara mendalam dan Studi Dokumentasi 
kepada Informan yang merupakan Anggota DRPD Kota Bekasi Komisi I dan Key 
Informan yang merupakan Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bekasi untuk 
mendapatkan data dan informasi dengan akurat dan dilengkapi oleh pendapat ahli 
(Expert Opinion). 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa belum 
maksimalnya kinerja anggota dewan dalam menghasilkan peraturan daerah di 
DPRD Kota Bekasi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan belum maksimalnya 
anggota dewan dikarenakan masih banyak anngota dewan yang belum memahami 
tugas, peran, dan fungsinya sebagai wakil rakyat. 
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 This study aims to find out how the Performance of  Council Members in 
Generating Regional Regulations in Bekasi City Council. The time of this research 
is conducted for 3 months starting from October to December 2017. 
 The method used in this study is descriptive method with Qualitative 
approach with data collection techniques conducted by way of Observation, In-
depth Interview and Documentation Study to Informants who are members of 
DRPD Kota Bekasi Commission I and Key Informant who is Secretary of 
Commission III DPRD Bekasi City for obtain data and information accurately and 
equipped by expert opinion (Expert Opinion). 
 Based on the results of this study can be concluded that not yet maximally 
the performance of board members in generating local regulations in Parliament 
Bekasi City. The factors that cause not maximal council members because there are 
still many board members who have not understood the duties, roles, and functions 
as a representative of the people. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut pemisahan 
kekuasaan. Dalam konsep pemisahan kekuasaan menurut fungsinya yaitu: 
eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam hal ini kekuasaan eksekutif di tingkat 
pusat dipegang oleh Presiden, di tingkat daerah dipegang oleh Gubernur, Bupati 
dan Walikota. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah 
Konstitusi dan Komisi Yudisial, dan kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD) dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat 
daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. 
Dinamika demokrasi telah mendorong perubahan dan perkembangan 
sistem pemerintahan didaerah. Hal ini menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD)  secara terus menerus semakin dituntut oleh masyarakat agar 
memiliki kemampuan yang dapat dihandalkan dalam menggerakkan roda 
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tuntutan tersebut didasarkan 
atas kemauan masyarakat agar DPRD dapat memperhatikan, menampung, 
menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya dengan  
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk 




Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan satu lembaga atau  badan 
perwakilan rakyat daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh 
rakyat daerah yang komposisi serta anggotanya adalah mereka yang telah diambil 
sumpah serta dilantik dengan keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama 
Presiden, sesuai dengan hasil Pemilu. 1  DPRD yang secara kelembagaan 
ditetapkan dalam UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (3) “pemerintahan daerah 
provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilaan Rakyat Daerah 
yang anggota-anggotanya dipilih melalaui pemilihan umum.” 2  Saat ini yang 
menduduki DPRD bukan hanya laki-laki saja, akan tetapi perempuan juga bisa 
menduduki dan berperan di lembaga tersebut. 
Melalui prinsip desentralisasi, pemerintah pusat telah memlimpahkan  
kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk  melaksanakan otonomi daerah. Hal 
ini sebagi tindak lanjut amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan  pemerintah daerah berwenang untuk 
mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan 
tugas bantuan. Pemberian otonomi luas diarahkan untuk mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, 
daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan 
prinsip demokrasi, pemerataan, keadlian, keistimewaan dan kekhususan serta 
potensi keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Dalam hubungan inilah pemerintah pusat perlu melaksanakan 
                                                          
1 Sarman, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, P.T Rineka Cipta, Jakarta, 2012,  hal 125  




pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan istilah 
desentralisasi.   Pada pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan daerah  menyebutkan; Desentralisasi adalah penyerahan 
Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonomi berdasarkan 
Asas Otonomi.  
Selanjutnya dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah, juga menyebutkan bahwa; “ Pemerintah Daerah adalah 
kepala daerah sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah. 
Sedangkan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah “. Dengan kata lain bahwa 
penyelenggara pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD, Kepala 
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dibidang eksekutif 
sedangkan DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah dibidang 
legislatif. Selanjutnya Pemerintah daerah  dalam rangka meningkatkan efisiensi 
dan efektifitas penyelengaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan 
antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keaneka 
ragamanan daerah, aspek hubungan wewenang,  memperhatikan kekhususan dan 
keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian 
pula pengaturan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber 
daya alam dan sumberdaya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. 
Disamping itu, perlu memperhatikan  peluang dan tantangan dalam persaingan 




menjalankan perannya tersebut,  daerah diberikan kewenangan yang seluas 
luasnya dalam kesatuan sistem. 
DPRD yang  mempunyai kedudukan ganda yakni sebagai wakil rakyat 
dan sebagai Unsur Penyelenggara pemerintahan daerah, seyogyanya harus dapat 
mewujudkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah seperti 
yang dimaksud diatas untuk memajukan pembangunan dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Karena  sebagai wakil rakyat, anggota DPRD dipilih 
oleh rakyat melalui proses pemiliha umum dengan fungsi menampung aspirasi 
masyarakat, mengagregasi kepentingan rakyat serta memperjuangkan 
kepentingan rakyat dalam proses berpemerintahan dan bernegara. Sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD adalah mitra yang berkedudukan 
sejajar dengan kepala daerah pada bidangnya masing-masing. Dalam posisi inilah 
sesungguhnya DPRD memiliki kekuatan yang cukup  untuk melaksanakan peran 
dan fungsinya baik sebagai wakil rakyat maupun sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan di daerah. Melalui fungsi DPRD baik fungsi legilasi (pembentukan 
peraturan daerah), fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, diharapkan DPRD 
dapat membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam 
aplikasinya dituntut peran dan fungsi yang diwujudkan melalui kinerja DPRD. 
Kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengukur suatu 
keberhasilan  lembaga DPRD dalam menjalankan fungsinya yang dilaksanakan 
dalam kurun waktu tertentu agar dapat  dicapainya tujuan yang diharapkan.  
Menjadi kewajiban bagi suatu organisasi seperti lembaga DPRD untuk 




evaluasi terhadap kinerjanya agar daapat mengetahui sejauh mana tujuan serta 
hasil yang telah dan akan dicapai. Kinerja organisasi (DPRD) juga merupakan 
tingkat kemampuan  dalam memenuhi fungsi serta aturan yang ditetapkan dalam 
mencapai tujuan, maka kinerja suatu organisasi hendaknya dilakukan oleh 
segenap sumber daya manusia dalam organisasi tersebut, baik unsur pimpinan, 
bawahan atau anggota-anggota organisasi. Dalam prosesnya prilaku individu-
individu akan berpengaruh pada perilaku kelompok dan pada akhirnya akan 
mempengaruhi perilaku dan kinerja organisasi. 
Dewasa ini banyak kalangan masyarakat mempertanyakan kinerja DPRD 
baik dalam kedudukannya sebagai wakil rakyat maupun sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. Masyarakat merasa bahwa DPRD belum 
sepenuhnya mampu melaksanakan peran dan fungsi sebagaimana yang 
diharapkan, meskipun sesungguhnya peluang dan kesempatan untuk itu telah 
tersedia dan termuat dalam peraturan perundang-undangan. Seperti Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), 
sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor 42 Tahun 2014 
Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD (MD3) dan UndangUndang Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah dengan 
Perpu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.  
Berangkat dari uraian pembahasan di atas, maka perlu dilakukan 
penelitian secara mendalam sebagai bahan untuk mengetahui bagaimana kinerja 




periode 2014-2019. Maka berdasarkan beberapa persoalan-persoalan yang ada  
tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai kinerja anggota 
dewan DPRD Kota Bekasi dalam menghasilkan peraturan daerah.  
 
B. Fokus Penelitian 
Dalam penelitian ini akan di fokuskan pada kinerja Anggota DPRD Kota 
Bekasi Periode 2014-2019.  
 
C. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diperoleh pertanyaan 
penelitian sebagai berikut : 
1. Bagaimana peran anggota dewan DPRD Kota Bekasi? 
2. Bagaimana kinerja anggota dewan DPRD Kota Bekasi? 
 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan Teoritis 
a. Untuk Kalangan Akademisi 
Sebagai bahan rujukan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan 
mengenai kinerja anggota DPRD di Kota Bekasi periode 2014-2019. 
b. Untuk Masyarakat 
Memberikan informasi atau pengalaman kepada masyarakat mengenai 





2. Kegunaan Praktis 
Memberikan bahan masukan atau ide gagasan kepada anggota DPRD di 
Kota Bekasi periode 2014-2019, agar dapat menjalankan tugas, fungsi, dan 
perannya sebagai wakil rakyat secara maksimal.  
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BAB II  
KAJIAN PUSTAKA  
 
A. Pengertian Kinerja  
Menurut Wibowo, pengertian performance sering diartikan sebagai 
kinerja, hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna lebih luas, 
bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja 
berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai 
dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan 
bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang 
mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan 
konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi.3 
Konsep dasar kinerja (the basic conceptions of performance) dapat 
dilakukan pendekatan melalui the engineering approach defines performancedan 
the economic marketplace approace. Kinerja menurut Engineering approach 
diartikan sebagai rasio (perbandingan) antara sumber daya yang digunakan 
(input) dengan standar unit-unit kerja yang dihasilkan. Sedangkan the economic 
marketplace approach berkaitan dengan tingkat produksi yang dihasilkan, 
disesuaikan dengan penggunaan sumber daya tertentu.4 
 
 
                                                 
3 Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) Hlm. 2 
4 Joko Widodo, Kinerja Sebagai Hasil Kerja, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001) Hlm. 207 
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Dari beberapa pendapat pakar tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa kinerja adalah hasil seseorang atau kelompok orang dalam suatu 
organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan 
organisasi dalam periode waktu tertentu dan dilakukan secara legal, tidak 
melanggar hukum serta sesuai dengan moral dan etika.  
Dalam konteks DPRD maka kinerja  merupakan pelaksanaan Fungsi, 
Tugas dan Wewenang, serta Hak yang diberikan kepada anggota dan/atau DPRD 
pada  periode tertentu. Sebagi wakil rakyat DPRD harus dapat memperhatikan,  
menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili.  
Sedangkan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan didaerah maka 
DPRD harus dapat melaksanakan fungsinya baik fungsi legislasi, anggaran dan 
pengawasan, bekerja sama dengan kepala daerah untuk mewujudkan cita-cita 
otonomi daerah yakni meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 
1. Pengukuran Kinerja 
Bagi organisasi pelayanan publik, Informasi mengenai kinerja tentu sangat 
berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu 
memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Dengan melakukan penilaian 
terhadap kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Informasi 
mengenai kinerja juga penting agar dapat  menciptakan tekanan kepada pejabat 
penyelenggara pelayanan dalam  melakukan perubahan-perubahan organisasi. 
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Dengan adanya informasi mengenai kinerja maka benchmarking dengan mudah  
dilakukan dan dorongan untuk memperbaiki kinerja bisa diciptakan.5 
Dalam melakukan penilaian kinerja birokrasi publik itu diperlukan 
indikator-indikator.  Melalui indikator-indikator tersebut, ukuran kinerja birokrasi 
publik menjadi jelas. Mengikuti pendapat Dwiyanto, ada 5 (lima) indikator untuk 
mengukur kinerja birokrasi publik yakni ; Produksivitas, Kualitas Layanan, 
Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas.6 
Menurut Lenvinne dalam Ratminto & Atik Septi Winarsih, keberhasilan 
kinerja suatu organisasi dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: Responsivitas, 
Responsibilitas, dan Akuntabilitas.7 Sementara menurut McDonald & Lawton 
dalam  Ratminto & Atik Septi Winarsih, untuk mengukur kinerja dapat dilihat 
dari aspek efisiensi, dan efektivitas suatu organisasi.8 
Dari berbagai pendapat dan penjelasan dari para ahli di atas, mengenai 
bagaimana mengukur kinerja, maka penelitian ini menggunakan ukuran kinerja 
organisasi untuk mengukur sejauhmana kinerja politisi perempuan di DPRD, yang 
tentu saja dalam penentuan ukuran tersebut disesuaikan dengan tujuan dan visi 
misi organisasi yang berhubungan pada: produktivitas, responsivitas, 
akuntabilitas, dan efektivitas. 
Mengutip pendapat Dwiyanto dan beberapa pakar yang disesuaikan 
dengan konteks penggunaannya maka indikator yang dipakai dalam mengukur 
                                                 
5Agus Dwiyanto, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, (Yogyakarta: Pusat Studi 
Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada. 2002) Hlm. 45 
6 Ibid, Hlm. 48-49 




kinerja DPRD Kota Bekasi periode 2014-2019 adalah produktivitas, responsivitas 
dan akuntabilitas.9 
a. Produksivitas.  
Konsep produksivitas menurut Dwiyanto tidak hanya mengukur 
tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produksivitas pada 
umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output.10 
Melalui konsep produktivitas tersebut diatas, dapat dipergunakan 
untuk mengukur seberapa jauh hasil kerja/kinerja DPRD Kota Bekasi 
melaksanakan; fungsi legislasi (pembentukan perda) khususnya yang 
berasal dari DPRD, fungsi anggaran (pembentukan perda dan pembahasan 
APBD) serta fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintah daerah 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk 
pelaksanaan fungsi legislasi (pembentukan peraturan daerah), fungsi 
anggaran (pembentukan perda dan pembahasan APBD) dan fungsi 
pengawasan terhadap jalannya pemerintahan didaerah dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, merupakan cerminan kualitas kinerja 
DPRD.  
b. Responsivitas 
Menurut Dwiyanto, responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk 
mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas 
                                                                                                                                     
8 Ibid, Hlm. 174 
9 Dwiyanto, Op.Cit., Hlm. 500. 
 12 
 
pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik 
sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat 
resposivitas di sini menujukan pada keselarasan antara program dan 
kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.11 
Tingkat responsivitas yang akan diteliti adalah kemampuan anggota 
dewan dalam mengenali kebutuhan masyarakat, merespon persoalan yang 
muncul, dan memahami kemauan masyarakat untuk kemudian 
dikembangkan dan dituangkan dalam kebijakan yang dihasilkan sesuai 
dengan aspirasi masyarakat, terutama berkaitan dengan kaum perempuan. 
Melalui indikator ini dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja DPRD 
Kota Bekasi dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan program-
program pelayanan publik (program-program) pemerintah daerah yang 
disalurkan melalui fungsi legeslasi, anggaran dan pengawasan. 
c. Akuntabilitas 
Menurut Dwiyanto, akuntabilitas publik menunjukkan pada seberapa 
besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para  pejabat 
politik yang dipilih rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik 
tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu 
meresprentasikan kepentingan rakyat.12 
                                                                                                                                     
10 Ibid, Hlm. 500 
11 Ibid, Hlm. 500 
12 Ibid, Hlm 500 
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Akuntabilitas adalah salah satu indikator untuk mengukur kinerja 
anggota dewan untuk melihat seberapa besar kegiatan pelaksanaan peran 
dan fungsi yang berhubungan dengan upaya menerjemahkan aspirasi 
masyarakat menjadi keputusan politik (kebijakan). Melalui Indikator ini 
dapat dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh kinerja DPRD Kota 
Bekasi melaksanakan fungsi-fungsinya secara konsisten untuk 
memperjuangkan aspirasi masyarakat pemilih karena; anggota DPRD 
merupakan respersentasi wakil masyarakat yang dipilih melalui pemilihan 
umum (pemilu) sedangkan pada sisi lain DPRD adalah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah daerah bersama-sama kepala daerah. 
B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah tempat 
Wakil Rakyat membuat Undang-Undang di tingkat Provinsi, Kota atau 
Kabupaten. “Dewan” menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 
berarti: 
1. Majelis atau Badan. 
2. Badan internasional di bidang keuangan yang bertugas mengatur 
keseimbangan mata uang. 
Seperti diketahui bahwa Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten 
dan kota  memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya 
dipilih melalui pemilihan umum. Ini berarti dalam penyelenggaraan pemerintahan 
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daerah juga mengikut sertakan seluruh rakyat untuk mewujudkan demokrasi dan 
demokratisasi di daerah melalui wakil wakilnya di DPRD. 
DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk membentuk perda yang 
dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama; serta 
membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama kepala 
daerah. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang merupakan 
wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. DPRD sebagai 
badan legislatif daerah dan merupakan unsur dari pemerintah daerah. 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
mengamanatkan bawah Pemerintah Daerah adalah penyelenggara Urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD). Dapat juga diartikan bahwa DPRD sebagai salah satu unsur  
penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar 
dengan Kepala Daerah dalam melaksanakan  fungsinya  masing masing. 
Dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, DPRD 
merupakan lembaga perwakilan rakayat yang berada didaerah dan sebagai  unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sebagai lembaga perwakilan rakyat yang 
anggotanya dipilih melalui pemilihan umum maka DPRD harus memperhatikan, 
menyerap aspirasi masyarakat, mengagregasi kepentingan rakyat, dan 
memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam proses berpemerintahan dan 
bernegara. Sedangkan sebagai Unsur Penyelenggra Pemerintahan Daerah maka 
DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar dengan Kepala Daerah. Dan dalam 
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melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak DPRD berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
1. Fungsi DPRD 
Fungsi DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam  mewujudkan 
pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance). Fungsi yang melekat 
pada DPRD memberikan kewenangan dan tugas bagi DPRD untuk 
menyelenggarakan pemerintahan bersama kepala daerah berdasarkan prinsip 
saling mengimbangi cheks and balance, dengan demikian akan meningkatkan 
kepercayaan masyarakat kepada lembaga perwakilan rakyat yang merupakan 
repersentase dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. 
Dalam perkembangannya fungsi-fungsi DPRD mengalami perubahan 
yang disesuaikan dengan keadaan dan peraturan yang berlaku, seperti dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 
diantaranya telah mengatur 3 (tiga) fungsi DPRD, yakni: 
a. Fungsi Legislasi (Pembentukan Peraturan Daerah) 
Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas 
Pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah (Perda), dalam 
Pelaksanaannya DPRD membahas bersama kepala daerah dan 
menyetujui atau tidak menyetujui atas Rancangan Peraturan Daerah, 
selanjutnya mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah dan 





b. Fungsi Anggaran 
Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk 
mendapat persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh 
Kepala Daerah. Fungsi anggaran tersebut dilaksanakan dengan cara: 
a. Membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan 
Plapon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh kepala 
daerah berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), 
b. Membahas Rancangan Peraturan Daereh (Raperda) Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 
c. Membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang 
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD). 
c. Fungsi Pengawasan  
Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan 
terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut 
hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK). 
Ketiga fungsi tersebut diatas dijalankan dalam kerangka respersentasi 
rakyat didaerah dan untuk melaksanakan fungsi tersebut DPRD diberikan 
tugas dan wewenang.  
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2. Tugas dan Wewenang DPRD 
Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
telah mengatur tugas dan wewenang DPRD sebagai berikut :   
1. Membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama kepala daerah.  
2. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah  
(Raperda) tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah.  
3. Melaksanakan pengawasan terhadap Perda dan pelaksanaan APBD.  
4. Untuk DPRD provinsi  mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian 
gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapat pengesahan, 
pengangkatan dan pemberhentian. Sedangkan untuk DPRD 
kabupaten/kota, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian 
bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil 
pemerintah pusat untuk mendapatan pengesahan, pengangkatan dan 
pemberhentian.  
5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah  
terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.  
6. Memberi persetujuan terhadap kerja sama internasional yang dilakukan 
oleh pemerintah daerah.  
7. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  
8. Memberi persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain 
atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.  
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9. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan 
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.  
3. Hak dan Kewajiban Anggota DPRD 
Untuk menjalan fungsi, tugas dan wewenang maka DPRD diberikan hak :  
1. Hak interpelasi; adalah Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada 
kepala daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting 
dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan 
bernegara.  
2. Hak angket adalah; Hak DPRD untuk melakukan penyelidikan 
terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis dan 
berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang di 
duga  bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
3. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan 
pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian 
luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi 
penyelesaiannya atau tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak 
angket.  
Untuk melaksakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak DPRD, maka 
anggota DPRD memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut.   
Anggota DPRD mempunyai hak :  
1. mengajukan rancangan Peraturan Daerah;  
2. mengajukan pertanyaan;  
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3. menyampaikan usul dan pendapat;  
4. memilih dan dipilih;  
5. membela diri;  
6. imunitas;  
7. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;  
8. protokoler; dan  
9. keuangan dan administratif.  
Anggota DPRD mempunyai kewajiban :  
1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;  
2. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;  
3. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
4. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan 
pribadi,kelompok, dan golongan;  
5. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;  
6. menaati pinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah;  
7. menaati tata tertib dan kode etik;  
8. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain 
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
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9. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan 
kerja secara berkala;  
10. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; 
dan  
11. memberi pertanggungjawaban secara moral dan poltis kepada 
konstituen di daerah pemilihannya.  
Fungsi,Tugas dan Wewenang serta Hak dan kewajiban Anggota DPRD 
tersebut diatas diberikan kepada DPRD maupun anggota DPRD sebagai 
instrument  DPRD untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan  
Daerah.  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD adalah lembaga 
perwakilan rakyat di daerah yang merupakan wahana untuk melaksanakan 
demokrasi di daerah berdasarkan Pancasila. DPRD sebagai badan legislatif 
daerah dan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD tidak terlepas`dari hubungan 
organisasi DPRD dengan lingkungannya. Hubungan yang saling mempengaruhi 
tersebut terjadi secara sistematis dan independen. Perubahan yang tejadi pada 
lingkungan akan mempengaruhi organisasi dan begitu juga sebaliknya. Apalagi 
jika hubungan tersebut dikaitkan dengan isu-isu globalisasi, good governance, 
dan demokrasi dan otonomi daerah.  
Berdasarkan tugas-tugas dan hak anggota legislatif (DPRD) di atas, yang 
menjadi fokus penilitian ini adalah bagaimana para anggota legislatif khususnya 
perempuan dalam menghasilkan kebijakan (perda).  
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Dinamika demokrasi di Indonesia telah mendorong perubahan dan 
perkembangan sistem Pemerintahan Daerah. Masyarakat semakin kritis terhadap 
pelaksanaan dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasakan tidak 
mencerminkan keadilan serta keberpihakan  kepada mereka. Sebagai rakyat yang 
telah memilih wakil-wakilnya untuk menjadi anggota DPRD pada saat pemilihan 
umum tentu banyak menaruh harapan agar anggota DPRD yang terpilih mampu 
memperjuangkan aspirasinya. Adalah hal yang patut apabila masyarakat banyak 
menuntut dan menyuarakan aspirasinya  kepada lembaga legislatif (DPRD) agar 
dapat berperan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembangunan. 
Itulah pula  mengapa pemerintah  mengakomodir kehendak masyarakat tersebut 
dalam bentuk perubahan peraturan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan pelaksanaan otonomi daerah seperti undang-undang tentang Pemerintahan  
Daerah, agar DPRD  benar benar  dapat memerankan funsinya secara maksimal.. 
Hal tersebut merupakan suatu konsekwensi logis karena negara dibentuk 
berdasarkan suatu prinsif demokrasi sebagai mana formulasi yang terkenal dari 
Abraham Lincoln disebut “The Gettysburg Formula “ yakni “Government Of The  
People, For The People “ (Pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat).  
          DPRD yang memiliki peran ganda yakni; sebagai wakil rakyat dan unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah, diharapkan mampu melaksanakan fungsinya 
untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah. Terdapat tiga fungsi DPRD yang 
diberikan menurut undang-undang masing-masing adalah fungsi legislasi, fungsi 
anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi-fungsi inilah yang diperankan oleh 
DPRD bekerja sama dengan Kepala Daerah untuk menghasilkan Peraturan 
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Daerah yang baik dan kuat dalam pelaksanaan pemerintahan, pelayananan 
masyarakat dan peningkatan pembangunan, sehingga akan terwujud cita-cita 
otonomi daerah yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat.    
 
C. Peraturan Daerah 
Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, ada dua produk hukum yang 
dapat dibuat oleh suatu daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah. 
Kewenangan membuat Peraturan Daerah (Perda), merupakan wujud nyata 
pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, 
peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi 
daerah. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan 
bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh 
provinsi/kabupaten/kota, serta tugas pembantuan. Perda pada dasarnya merupakan 
penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 
dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda yang dibuat oleh 
satu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan baru mempunyai kekuatan 
mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah.13 
Perda merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, 
pembentukan suatu perda harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan 
perundang-undangan. Oleh sebab itu, perda yang baik itu adalah yang memuat 
ketentuan-ketentuan, antara lain: 
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a) Memihak kepada rakyat banyak 
b) Menjunjung tinggi hak asasi manusia 
c) Berwawasan lingkungan dan budaya 
Sedangkan  tujuan utama dari suatu perda adalah untuk mewujudkan 
kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan 
suatu perda, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun 
tulisan. Keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai dari proses persiapan sampai 
pada waktu pembahasan rancangan perda. Penggunaan hak masyarakat dalam 
pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib DPRD.14 
Kewenangan membuat peraturan daerah adalah wujud nyata pelaksanaan 
hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah 
merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan 
daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD. 
Pembentukan suatu peraturan daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan 
peraturan perundang-undangan pada umumnya yang terdiri dari kejelasan tujuan, 
kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan 
materi yang muatan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan 
keterbukaan. Di sini keterlibatn masyarakat sangat penting dimulai dari proses 
penyiapan sampai dengan waktu pembahasan rencana peraturan daerah. 
Proses penetapan suatu peraturan daerah dilakukan dengan penetapan 
sebagai berikut: 
                                                                                                                                     
13Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara 
Langsung, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) Hlm. 131-132 
14Ibid, Hlm. 132 
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a) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh DPRD kepada 
Bupati/Walikota, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati/Walikota 
untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah. 
b) Penyampaian rancangan peraturean daerah oleh pimpinan DPRD kepada 
Bupati/Walikota, dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari, 
terhitung sejak tanggal persetujuan bersama diberikan. 
c) Rancangan peraturan daerah ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 
tiga puluh hari sejak rancangan tersebut mendapat persetujuan bersama. 
d) Peraturan daerah yang sudah ditetapkan atau dinyatakan sah disampaikan 
kepada pemerintah pusat selambat-lambatnya tujuh hari setelah ditetapkan. 
Apabila peraturan daerah tersebut ternyata bertentangan dengan kepentingan-










A. Tujuan Penelitian 
Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui 
informasi secara mendalam tentang kinerja anggota dewan di DPRD Kota Bekasi 
Periode 2014-2019. 
 
B. Metode Penelitian 
  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
deskriptif. Penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 
digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah, sehingga seorang peneliti 
merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian teknik 
pengambilan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
  
C. Tempat dan Waktu 
Penelitian ini dilakukan di gedung DPRD Kota Bekasi, Jl. Chairil Anwar 
No. 112, Bekasi Timur., Kota Bekasi, Jawa Barat 17113. Lamanya penelitian ini 







D. Langkah-Langkah Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-langkah untuk 
mengumpulkan data peneltian sebagai berikut: 
1. Observasi 
Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai 
dengan sifat penelitian karena mengadakan pengamatan secara tidak langsung 
yang mana peneliti hanya menimta izin dan mencari data terkait anggota 
DPRD Kota Bekasi Periode 2014-2019 agar peneliti mendapatkan data awal 
sebelum melakukan langkah selanjutnya dalam penelitian ini. 
2. Menentukan informan dan key informan untuk di wawancarai 
Dalam penelitian ini, pada awalnya peneliti menginginkan pimpinan 
DPRD sebagai Informan dan Key Informan di dalam penelitian ini. Kerena 
ada beberapa hal yang tak bisa dihindarkan, akhirnya peneliti berhasil 
mewawancarai Ibu Enie Widhiastuti dari Fraksi PDIP yang juga sebagai 
Sekretaris Komisi III sebagai Informan, dan Bapak Machrul Falak H, S.T dari 
Fraksi Golkar yang merupakan Anggota Komisi I sebagai Key Informan. 
3. Melakukan wawancara dan dokumentasi 
Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti juga menggunakan wawancara 
untuk mengumpulkan data. Wawancara dilakukan dalam rangka mendapatkan 
data dan informasi yang diperlukan secara lebih mendalam yang dilakukan 
kepada Informan dan Key Informan. Selain itu wawancara dilakukan untuk 
mendapatkan data dan informasi mengenai masalah secara lebih menyeluruh 
dan terarah. Di dalam wawancara, peneliti mencatat sejumlah jawaban dari 
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pertanyaan yang diajukan, selain itu peneliti juga menggunakan alat perekam 
suara terhadap informan dan key informan. 
Wawancara dilakukan dengan terstruktur, peneliti menyiapkan instrumen 
peneliti berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan kinerja 
anggota dewan di DPRD Kota Bekasi. 
Selain mencatat dan merekam hasil wawancara dengan Informan dan Key 
Informan, peneliti juga melakukan dokumentasi demi memperkuat dan 
menunjang data di dalam penelitian ini. 
4. Mengumpulkan data 
Setelah data didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Data yang telah didapat melalui wawancara mendalam dengan Informan dan 
key Informan diperkuat dengan pendapat ahli (Expert Opinion) untuk 
menunjang dan memperkuat data dalam penelitian. Peneliti mengumpulkan 
data tersebut dan mengolah hasil data tersebut, menganalisis data yang sesuai 
dengan penelitian, lalu merapikan data agar sesuai dan sistematis. 
 
E. Teknik Kaliberasi Keabsahan Data 
 
Bagian ini memuat uraian tentang usaha-usaha peneliti untuk memperoleh 
keabsahan temuannya. Agar diperoleh temuan dan interpretasi yang absah, maka 
perlu diteliti kredibilitasnya dengan mengunakan teknik-teknik perpanjangan 
kehadiran peneliti di lapangan, observasi yang diperdalam, triangulasi 





F. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang telah 
diperoleh dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan 
kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun, kedalam pola, memilih mana 
yang penting dan membuat kesimpulan. 
Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data melalui tahap-tahap 
sebagai berikut: 
a. Reduksi Data 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan ke hal-hal yang penting dan membuang yang tidak diperlukan. 
b. Penyajian Data 
Setelah data di reduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data. Yang 
paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 
adalah dengan teks yang bersifat naratif. Namun tidak menutup kemungkinan 
dalam penelitian ini akan terdapat sajian data dengan bentuk bagan, gambar, 
dan lain-lain. 
c. Membuat Kesimpulan 
Setelah semua data direduksi dan disajikan, maka proses selanjutnya 
adalah membuat kesimpulan atau sintesa dan memverifikasi hasil temuan 
penelitian. Yang diverifikasi adalah kesimpulan dari hasil penelitian. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Data 
Profil DPRD Kota Bekasi 
DPRD Kota Bekasi terletak di Jalan Chairil Anwar No. 112, Margahayu, 
Bekasi Timur. Kota Bekasi berada pada koordinat 106o48’28’’ – 107o27’29’’ 
Bujur Timur dan 6o10’6’’ – 6o30’6’’ Lintang Selatan dengah luas wilayah 210,49 
km2. Kota Bekasi juga berbatasan dengan beberapa daerah, di sebelah utara 
berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, di sebelah selatan berbatasan dengan 
Kabupaten Bogor dan Kota Depok, di sebelah barat berbatasan dengan DKI 
Jakarta, dan di sebelah timur berbatatasan dengan Kabupaten Bekasi.15 
Motto dari Kota Bekasi sendiri adalah “Cerdas, Bersih, dan Ikhsan”. 
Jumlah Penduduk Kota Bekasi saat ini lebih dari 2,2 juta jiwa yang tersebar di 12 
kecamatan, yaitu Kecamatan Pondok Gede, Jati Sampurna, Jati Asih, Bantar 
Gebang, Bekasi Timur, Rawa Lumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medan 
Satria, Bekasi Utara, Mustika Jaya, Pondok Melati. 
                                                          
15 http://www.bekasikota.go.id/pages/kondisi-geografis-wilayah-kota-bekasi (diakses pada 27 




Dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif  tahun 2014 di Kota Bekasi 
dibagi dalam 6 daerah pemilihan yaitu:  
- Daerah Pemilihan 1 : Bekasi Timur : 6 kursi. 
- Daerah Pemilihan 2 : Rawalumbu, Bantargebang, Mustikajaya : 10 kursi. 
- Daerah Pemilihan 3 : Bekasi Selatan, Jatiasih : 8 kursi. 
- Daerah Pemilihan 4 : Pondok Gede, Jati Sampurna, Pondok Melati : 10 kursi. 
- Daerah Pemilihan 5 : Bekasi Barat, Medan Satria : 9 kursi. 
- Daerah Pemilihan 6 : Bekasi utara : 7 kursi. 
Berdasarkan hasil pemilu legislatif tahun 2014 terpilih 8 anggota legislatif 
perempuan dan 32 anggota legislatif laki-laki. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Bekasi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota. DPRD kota Bekasi terdiri 
atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan 
umum yang terdiri dari 9 partai Politik hasil pemilu 2014 lalu, diantaranya adalah 
Partai Golkar, PDI-P, Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, Hanura, PPP, PKB. 
Sebagai representasi rakyat di kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi mempunyai fungsi 
legislasi, anggaran, dan pengawasan. 
Alat kelengkapan DPRD Kota Bekasi terdiri dari Pimpinan, Badan 
Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan 
Kehormatan dan Alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus 
DPRD selanjutnya disebut Panitia Khusus adalah alat kelengkapan DPRD yang 







B. Temuan Penelitan 
Kinerja anggota dewan dalam menghasilkan peraturan daerah di 
DPRD Kota Bekasi berdasarkan data yang telah di dapat dari sekretriat 
dewan DPRD Kota Bekasi telah menghasilkan 58 Peraturan Daerah dari 
jangka waktu 2014-2017. Dari Perda yang telah dihasilkan, masih minimnya 
perda inisiatif dari anggota dewan dilihat dari sejumlah perda yang 
merupakan hasil dari inisiatif pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan fungsi 
legislasi atau pembuatan peraturan daerah (perda);  sebagian besar perda  
yang dihasilkan dari tahun ketahun dalam  periode berjalan pada lembaga  
DPRD, lebih banyak  diajukan atas prakarsa lembaga eksekutif dari pada 
lembaga legislatif, pada hal sebagai lembaga legeslatif semestinya  DPRD 
dapat  melaksanakan fungsinya secara maksimal untuk  memprakarsai  
terbentuknya  peraturan daerah (perda).  
Dalam perkembangannya fungsi-fungsi DPRD mengalami perubahan 
yang disesuaikan dengan keadaan dan peraturan yang berlaku, seperti dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk membentuk perda yang 
dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama; serta 
membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama kepala 
daerah. Hal ini pun senada dengan apa yang disampaikan oleh sekretaris 
Komisi III DPRD Kota Bekasi Ibu Enie Widhiastuti dari Fraksi PDIP: 
“Menurut saya, ada 3 fungsi sebagai anggota dewan yakni fungsi 
legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi 
tersebut harus benar-benar dpahami oleh semua anggota dewan. Fungsi 
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legislasi ini adalah kewenangan membentuk Peraturan daerah (Perda). 
Dalam  fungsi ini baik DPRD maupun Kepala Daerah diberi hak untuk 
mengajukan rancangan Perda guna dibahas dan mendapatkan 
persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah. Tapi masih 
banyak anggota dewan khususnya perempuan belum memahami betul 
tentang fungsi-fungsinya tersebut.”16 
Lebih lanjut lagi Ibu Enie Widhiastuti dari Fraksi PDIP dan juga Sekretaris 
Komisi III menjelaskan tentang fungsi anggaran dan pengawasan. 
“Fungsi anggaran ini merupakan kewenangan DPRD untuk menetapkan 
APBD bersama kepala daerah. Pelaksanaan fungsi ini dalam bentuk 
pembahasan Rancangan APBD bersama Kepala Daerah untuk 
mendapatkan persetujuan bersama sehingga melahirkan produk dalam 
bentuk APBD. Fungsi ini merupakan bagian dari kebijakan publik yang 
di desain dalam bentuk program-program pembangunan dengan 
pembiayaan APBD yang diarahkan dalam rangka menjawab tuntutan 
kebutuhan masyarakat di daerah.”17  
“Fungsi pengawasan  ini sebenarnya kewenangan kita sebagai anggota 
dewan di DPRD  untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang dilaksanakan 
pemerintah daerah. Pengawasan (kontrol) pihak DPRD khususnya 
angota legislatif perempuan terhadap kebijakan pemerintah hanya 
mencapai tingkat pengeluaran suatu program dan hampir sulit bagi para 
anggota DPRD untuk dapat melakukan analisis kinerja dari suatu 
program hingga pada taraf hasil bahkan manfaat maupun dampak dari 
program itu. Dan masih banyak anggota dewan khususnya perempuan 
belum paham tentang tugas, peran, dan fungsinya sebagai anggota 
dewan”18 
Perihal tentang fungsi DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, 
anggaran, dan pengawasan, hal yang serupa disampaikan oleh Bapak Machrul 
Falak. H. S.T selaku anggota Komisi I dari Fraksi Golkar: 
“Di dalam fungsi legislasi ini kan sebenarnya mengatur tentang tugas 
dan wewenang DPRD dalam membentuk Peraturan Daerah. Sebenarnya 
ini merupakan tugas semua anggota dewan yang terpilih melalui pemilu 
                                                          
16 Wawancara dengan Ibu Enie Widhiastuti, Sekretaris Komisi III selaku Informan pada tanggal 9   









legislatif 2014. Nah, di dalam fungsi legislasi ini, Perda akan dibahas 
bersama dengan Kepala Daerah  untuk mendapat persetujuan bersama 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam pembuatan 
Peraturan Daerah, kita sebagai anggota dewan atau wakil rakyat 
haruslah senantiasa memperhatikan aspirasi dan kepentingan 
masyarakat.”19 
“Kalau tentang fungsi anggaran ini kan sebenarnya suatu bentuk tugas 
yang harus dilakukan oleh DPRD untuk mencapai tujuan pemerintahan 
daerah, berupa menyusun dan menetapkan prakiraan penerimaan dan 
belanja keuangan pemerintahan daerah. Seperti contoh kita (DPRD) 
bersama pak Walikota merancang APBD bersama.”20 
“Di dalam fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD ini sebenarnya 
bukan untuk hanya tugas dan kewenangan untuk menilai apakah pihak 
eksekutif telah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan rencana program 
yang ditetapkan sebelumya atau tidak. Tetapi hasil daripada pengawasan 
itu juga dapat menjadi ukuran seberapa jauh Anggota DPRD dapat 
menjalankan mandat yang diberikan masyarakat untuk menjamin 
terwujudnya akuntabilitas pemerintahan dan pembangunan di daerah. 
Akan tetapi kadang kita masih lemah dalam fungsi pengawasan ini.”21 
Sebagai anggota dewan yang memiliki fungsi legislasi (pembentukan 
perda), setiap anggota dewan haruslah memahami tentang cara pembentukan 
peraturan daerah, agar semua aspirasi masyrakat yang telah disampaikan kepada 
wakilnya bisa diterjemahkan menjadi peraturan daerah yang sesuai dengan apa 
yang dibutuhkan masyarkat maupun program-program yang nantinya untuk 
kesejahteraan masyarakat. 
Hal yang berbanding terbalik disampaikan oleh Ibu Enie Widhiastuti dari 
Fraksi PDIP dan juga selaku Sekretaris Komisi III: 
“Kalau saya lihat, anggota dewan masih sangat lemah terhadap 
pemahaman sebagai anggota dewan. Contoh kemarin Pansus 22 sedang 
membuat  Perda tentang penanggulangan kemiskinan. Nah mereka kan 
                                                          
19 Wawancara dengan Bapak Machrul Falak Anggota Komisi I selaku Key Informan pada tanggal 





harus tahu kenapa kita membuat perda ini, Cuma terkadang mereka tidak 
mengerti kenapa kita membuat perda ini. Bukan berarti saya bisa, saya 
juga sama-sama belajar.”22 
Terkait dengan kinerja anggota legislatif dalam perda di Kota Bekasi, 
merespon dan memperjuangkan aspirasi masyarakat merupakan kewajiban dan 
sudah hal yang mutlak bagi anggota legislatif di DPRD sebagai wakil dari rakyat. 
Dengan adanya wakil rakyat di DPRD akan menjadi tumpuan harapan masyarakat 
agar apa yang menjadi masukan aspirasi masyarakat dapat direspon dengan baik 
sehingga apa yang dikehendaki rakyat sebagai pemegang kedaulatan harus 
mampu tersampaikan kepada pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah 
sehingga mampu untuk direalisasikan baik dalam bentuk peraturan ataupun 
program untuk kesejahteraan masyarakat.   
Masyarakat dalam menyampaikan aspirasi ke lembaga DPRD sering kali 
menyampaikan secara perkelompok dan perorangan, aspirasi disampaikan secara 
lisan maupun secara tulisan, dominan masyarakat menyampaikan aspirasinya 
secara lisan dan dilakukan secara perkelompok seperti yang di sampaikan oleh 
Bapak Machrul Falak, H. S.T dari Fraksi Golkar yang merupakan Aggota Komisi 
I, beliau  mengungkapkan: 
“Masyarakat seringkali menyampaikan aspirasi baik secara kelompok 
maupun perorangan, aspirasi sering kali disampaikan secara lisan dan 
kelompok, namun ada juga yang menyampaikan secara perorangan entah 
lisan ataupun tulisan. Dalam merespon aspirasi masyarakat tentu kita 
harus mendengarkan dulu apa yang mereka sampaikan, seperti membuka 
ruang dialog, diskusi dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat 
meyampaikan pokok-pokok persoalan yang mereka sedang hadapi, 
kemudian saya selaku penerima aspirasi mencatat apa point 
permasalahan yang di sampaikan nanti saya sharing aspirasi tersebut 
                                                          







untuk saya bawa jika itu berkaitan dengan bidang di komisi saya, tapi 
jika itu berkaitan dengan bidang di komisi yang lain maka saya 
sampaikan ke komisi tersebut”23 
Dengan adanya masyarakat yang meyampaikan aspirasinya secara 
langsung kepada anggota DPRD akan lebih mempermudah anggota legislatif 
dalam mengetahui permasalahan maupun kebutuhan yang dihadapi oleh 
masyarakat untuk dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini 
pemerintah daerah aupun untuk DPRD itu sendiri. Sebagai anggota dewan 
khususnya perempuan juga harus memiliki kepekaan dalam melihat kebutuhan 
masyarakatnya, seperti yang disampaikan Ibu Enie Widhiastusi: 
“Sebagai anggota dewan mempunyai kepekaan terhadap apa yang 
dirasakan oleh masyarakat tak perlu menunggu waktu reses untuk 
mendengarkan aspirasi dari masyarakat, kalau bisa tiap saat harus turun 
kemasyarakat, selain bentuk untuk bersilaturahmi kita juga menjalankan 
tugas dan tanggungjawab sebagai wakil dari masyarakat”24 
Selanjutnya mengenai anggota dewan dalam melihat ataupun mengenali 
kebutuhan masyarakat, Bapak Machrul Falak, H. S.T menyampaikan bahwa: 
Dalam mengenali kebutuhan masyarakat untuk dapat disalurkan dan 
diteruskan ke pemerintahan, saya harus mampu mengetahui persoalan 
itu, persoalan tentang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan 
kebutuhan itu diprioritaskan karena tidak semua kebutuhan masyarakat 
bisa kita akomodir. Kita kan juga manusia biasa yang terbatas 
kemampuannya. Selain itu kan kita juga ada reses dimana kita bisa 
melihat langsung terjun ke dapil-dapil kita khususnya dan kita juga dapat 
mengetahui kebutuhan maupun persoalan yang terjadi di masyarakat.25 
Anggota dewan sebagai wakil dari rakyat harus mampu dalam merespon 
aspirasi masyarakat sehingga apa yang menjadi aspirasi yang ada di masyarakat 
dapat terdengarkan bukan hanya didengarkan saja tapi mampu untuk 
                                                          
23 Ibid 
24 Wawancara dengan Bu Enie Widhiastuti, Op.Cit. 
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ditindaklanjuti baik disampaikan kepemerintah daerah sebagai pengambil 
kebijakan untuk merealisasikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, disini 
dibutuhkan peran anggota legislatif sebagai wakil dari rakyat sebagai 
penyambung aspirasi masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Enie 
Widhiastuti: 
“Dalam menerima aspirasi mampu untuk mengakomodir aspirasi 
tersebut sebagai bentuk tanggungjawab, sebagai wakil rakyat saya sering 
melakukan dengar pendapat dengan masyarakat sehingga saya tahu apa 
yang mereka rasakan sehingga saya mampu untuk merespon hal-hal 
tersebut, kemudian mencatat,menulis apa yang mereka sampaikan nanti 
saya teruskan kebagian terkait di kantor DPRD jika aspirasi tersebut 
bukan bagian dari kerja komisi saya.”26 
Hal serupa pun disampaikan oleh Bapak Machrul Falak terkait tentang 
merealisasikan aspirasi masyarakat: 
“Tidak semua aspirasi masyarakat bisa kita akomodir dan kita 
realisasikan untuk menjadi sebuah aturan yang baku dan mengikat. Kita 
juga lihat aspirasi atau kebutuhan masyarakat ini mendesak atau tidak 
terlalu mendesak. Lalu ketika kita telah mengetahui kebutuhan 
masyarakat, kita juga harus mampu meyakinkan anggota dewan yang 
lain, harus ada kerjasama serta dukungan dalam pengambilan keputusan 
dari pihak sesama anggota legislatif yang lain agar hal tersebut dapat 
cepat terselaikan baik dukungan dari dalam DPRD maupun itu dari luar 
seperti masyarakat itu sendiri.”27 
Dilihat dari temuan diatas dapat dikatakan bahwa kinerja anggota dewan di 
DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan 
pengawasan masih kurang maksimal. karena, masih banyak juga anggota dewan 
yang masih belum memahami tugas, peran, dan fungsinya sebagai anggota 
dewan. Dalam merespon aspirasi masyarakat, melihat kebutuhan masyarakat, dan 
                                                                                                                                                               
25 Wawancara dengan Bapak Machrul Falak, Op.Cit. 
26 Wawancara dengan Bu Enie Widhiastuti, Op.Cit. 







memahami persoalan yang terjadi di masyarakat masih banyak kendala yang 
dihadapi, seperti kondisi fisik, kodrati perempuan, dan keterbatasan pengetahuan 
yang dimiliki anggota dewan perempuan. Oleh karena itu kurang maksimalnya 
anggota dewan dalam merealisasikan aspirasi masyarakat kedalam bentuk 




Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan otonomi daerah  
yang ini  saat ini diatur dengan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintah Daerah, telah memberi porsi yang besar terhadap DPRD 
untuk memainkan perannya baik sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
di daerah maupun sebagai wakil rakyat di lembaga DPRD. yang memiliki 
fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan  untuk mewujudkan  terpenuhinya 
aspirasi masyarakat  baik  kepentingannya dalam  bidang  pemerintahan,  
pembangunan dan kemasyarakatan  itu sendiri, selanjutnya  dapat dijelaskan 
sebagai berikut :   
a. Fungsi Legislasi 
DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi berperan sebagai 
pembuat kebijakan (policy maker) dan bukan pelaksana kebijakan (policy 
implementer) di daerah. Artinya, antara DPRD sebagai pejabat publik 
dengan masyarakat sebagai stakeholders ada kontrak sosial yang dilandasi 
dengan fiduciary duty. 
 38 
 
Fungsi legislasi meliputi pembuatan aturan sendiri, menentukan 
pucuk pimpinan eksekutif secara mandiri, serta menjadi mediator 
kepentingan rakyat dan pemerintah. 
Menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, melalui 
fungsi legislasi ; Pemerintah (eksekutif) bersama DPRD (legislatif) dapat 
membentuk Peraturan Daerah yang  merupakan payung hukum di daerah 
untuk melaksanakan dan menggerakkan jalannya roda pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan. Sehingga dengan adanya peraturan 
daerah maka; pemerintah, swasta dan masyarakat memiliki kepastian 
hukum untuk melakukan upaya-upaya yang berkaitan dengan 
kesejahteraan masyarakat dan pembangunan.   
b. Fungsi Anggaran 
Fungsi penganggaran merupakan penyusunan dan penetapan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah 
daerah. DPRD dalam menjalankan fungsi ini harus terlibat secara aktif, 
proaktif, dan bukan reaktif dan sebagai legitimator usulan APBD ajuan 
pemerintah daerah. Fungsi Anggaran meliputi merancang dan 
menentukan arah serta tujuan aktivitas pemerintahan. 
Menurut Peraturan Undang-undang yang berlaku; melalui Fungsi 
ini Pemerintah (eksekutif) bersama DPRD (legislatif) dapat 
membentuk Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Anggaran 







memiliki peluang yang sangat  luas untuk menyampaikan aspirasi 
mulai dari dan/atau melalui  Musyawarah Rencana Pembangunan 
(Musrenbang) tingkat desa, tingkat kecamatan  hingga tingkat 
kabupaten/kota hingga akhirnya sampai pada tingkat  pembahasan 
RAPBD bersama Pemerintah (eksekutif). 
Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
antara pemerintah daerah dan  DPRD. Didalam nya memuat program-
program disertai dengan estimasi biaya yang diperlukan dalam rangka 
menggerakan  berbagai aspek kepentingan baik  pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan. 
Sebagian masyarakat  berpendapat bahwa pembahasan APBD 
yang dilakukan oleh  DPRD belum maksimal dan belum berpihak 
kepada rakyat,  disana sini masih banyak aspirasi pembangunan dari 
masyarakat yang belum terpenuhi. Oleh karenanya wajar apabila 
masyarakat menaruh perhatian kepada kinerja DPRD.  
c. Fungsi Pengawasan 
Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk 
menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana 
yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara 
efektif dan efisien. Fungsi pengawasan ini mengandung makna 
penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. 
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Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu 
mekanisme peringatan dini (early warning system), untuk mengawal 
pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi 
pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia 
untuk memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan perbaikan. 
Fungsi pengawasan adalah mengontrol atau mengawasi segala kegiatan 
pemerintahan. Segala kegiatan pemerintahan ini meliputi pilihan 
langkah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan 
dengan proses memerintah (governing). 
Fungsi Pengawasan meliputi aktivitas memfasilitasi 
perkembangan kepentingan dalam masayarakat yang telah ditentukan 
oleh pemerintah. Lembaga perwakilan menilai apakah aktivitas 
pemerintahan selaras dengan aspirasi masyarakat, serta memastikan 
bahwa perkembangan aspirasi masih bisa diakomodir dalam rencana 
kerja pemerintah. 
Fungsi pengawasan sebagai mana diatur dalam Peraturan Undang-
undang yang berlaku adalah diwujudkan dalam bentuk pengawasan 
terhadap:   








2. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah 
daerah kabupaten/kota dan   
3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan 
keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Apabila fungsi 
pengawasan ini dilaksanakan secara berkualitas maka aspek 
yang muncul adalah terwujudnya pemerintah yang bersih dan 
berwibawa serta pemerintahan yang baik (Cland Governance 
dan Good Governance).  
Untuk melaksanakan peran terhadap ke tiga fungsi tersebut  
diperlukan kesungguhan dari kinerja DPRD. Harus diakui masih  terdapat 
kelemahan-kelemahan pada kinerja DPRD dalam menjalankan peran dan 
fungsi dimaksud berkaitan dengan hal tersebut. 
Dalam penelitian ini, dideskripsikan temuan penelitian di lapangan terkait 
kinerja anggota dewan di DPRD Kota Bekasi menggunakan 3 (tiga) indokator 
menurut Dwiyanto, yakni Produktivitas, Responsivitas, dan Akuntabilitas. Selain 
itu, peneliti juga menambahkan beberapa pendapat ahli. 
1. Produktivitas 
Untuk melihat produkrivitas anggota dewan di DPRD Kota Bekasi, 
peneliti melihat anggota dewan dapat sebagai penyambung aspirasi masyarakat. 
Dalam melaksanakan fungsi legislasi (pembentukan perda), anggota dewan 
diharapkan mampu menjadi penyambung aspirasi masyarakat dan mampu 
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menuangkan aspirasi masyarakat kedalam sebuah kebijakan (Peraturan Daerah) 
maupun program-program yang dapat mensejahterakan masyarakat. 
Dari tahun 2014-2017, Peraturan Daerah yang dihasilkan sebanyak 59 
Peraturan Daerah seperti yang diuraikan di bawah ini: 
1. Perda Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara 
2. Perda Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pernyataan Modal Pemerintah Kota 
Bekasi berupa Tanah, Jaringan, dan Bangunan Permanen Kepada PD. 
Tirta Patriot 
3. Perda Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 08 
Taahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Perizinan di Bidang 
Perdagangan 
4. Perda Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif 
dalam Pemanfaatan Ruang di Kota Bekasi 
5. Perda Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Bangunan dan Gedung 
6. Perda Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Cagar Budaya Kota 
Bekasi 
7. Perda Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian dan 
Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta 
8. Perda Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis 







9. Perda Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota 
Bekasi 
10. Perda Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kota Bekasi 
11. Perda Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal 
12. Perda Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan 
13. Perda Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Tanah 
14. Perda Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD Tahun Anggaran 2013 
15. Perda Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Perpanjangan 
Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing 
16. Perda Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 
2014 
17. Perda Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota 
Bekasi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Harian Badan 
Narkotika Kota Bekasi 
18. Perda Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Kota Bekasi 
Nomor 08 Tahun 2013 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu 
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 
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19. Perda Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota 
Bekasi Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan di Kota Bekasi 
20. Perda Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2015 
21. Perda Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun 
Tetangga dan Rukun Warga  
22. Perda Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan Perusahaan di Kota Bekasi 
23. Perda Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik di Kota Bekasi 
24. Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD Tahun Anggaran 2014 
25. Perda Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2015 
26. Perda Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga 
Perberdayaan Masyarakat Kota Bekasi 
27. Perda Nomor 11 Tahun 2015  Tentang Penataan dan Pemberdayaan 
Pedagang Kaki Lima 
28. Perda Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Masjid Agung Al 







29. Perda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan 
30. Perda Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rumah Susun 
31. Perda Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Badan 
Keswadayaan Masyarakan Kota Bekasi 
32. Perda Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelola 
Keuangan Daerah 
33. Perda Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota 
Bekasi Kepada Badan Usaha Milik Pemerintah 
34. Perda Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Peng Anggaran Pendapatan dan 
Belakanja Daerah Tahun 2016endalian Pencemaran Udara 
35. Perda Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kota Bekasi No. 11 Tahun 2013 tentang Rancangan Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 
36. Perda Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kantor Layanan Pengadaan 
Barang/Jasa Kota Bekasi 
37. Perda Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah 
38. Perda Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 
39. Perda Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi 
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40. Perda Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Bekasi 
41. Perda Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan 
Usaha Mikro 
42. Perda Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 
43. Perda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah 
44. Perda Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, 
Sarana Dan Utilitas Umum Kawasan Perumahan, Perdagangan Dan 
Industri Oleh Pengembang Di Kota Bekasi 
45. Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan 
Ruang 
46. Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas 
Sinergi Patriot Kota Bekasi 
47. Perda Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017 
48. Perda Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal 
Pemerintah Kota Bekasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah 
49. Perda Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif 







50. Perda Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Izin 
Mendirikan Bangunan 
51. Perda Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaranpendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2016 
52. Perda Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame 
53. Perda Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota 
Bekasi Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan Dan 
Pengolahan Bahan Galian Golongan C  
54. Perda Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah 
55. Perda Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan 
56. Perda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame 
57. Perda Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kota Layak Anak 
58. Perda Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan 
Ketahanan Keluarga 
59. Perda Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Bekasi 
Dalam hal produktivitas ini, berdasarkan temuan di lapangan, peneliti 
melihat kurang maksimalnya anggota dewan dalam mengakomodir dan 
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memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ini dapat dilihat dari 59 Perda yang telah 
dihasilkan dari tahun 2014-2017, hanya 22 perda yang dihasilkan atas inisiatif 
DPRD Kota Bekasi, dan selebihnya atas inisiatif pemerintah daerah. 
Kurang siapnya anggota dewan sebagai wakil rakyat membuat kurang 
maksimalnya anggota dewan dalam menjalankan tugas, peran, dan fungsinya, 
khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi (pembentukan perda) guna 
mengakomodir kepentingan masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat. 
 
2. Responsivitas 
Untuk melihat responsivitas anggota dewan di DPRD Kota Bekasi, 
peneliti melihatt kemampuan anggota dewan dalam mengenali kebutuhan dan 
aspirasi masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam program-program 
maupun peraturan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. 
Setiap anggota DPRD mempunyai hak untuk mengajukan rancangan 
peraturan daerah, dalam hal ini melihat peran anggota dewan dalam menyusun. 
Melakukan koordinasi serta menyiapkan rancangan peraturan daerah yang akan 
disampaikan di rapat paripurna DPRD. 
Dalam hal responsivitas ini, anggota dewan di Kota Bekasi sudah cukup 
baik dalam merespon aspirasi masyarakat. Ini dibuktikan dengan tidak 
menutup kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya ke wakilnya di 
DPRD. Masyarakat melakukan aspirasinya baik secara lisan maupun tulisan. 
Semua diakomodir oleh anggota dewan akan tetapi tidak semua aspirasi 







Berikut merupakan beberapa usaha yang dilakukan oleh anggota dewan 
DPRD Kota Bekasi dalam menjaring aspirasi masyrakat Kota Bekasi: 
1. Pada tanggal 1 Mei 2017 WAKIL Ketua III DPRD Kota Bekasi, 
Irman Firmansyah asal Partai Gerindra menampung aspirasi 
masyarakat dalam giat Reses II di Komplek Taman Jatisari Indah, 
Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih. Keluhan yang disampaikan 
warga kelurahan Jatisari, khususnya di komplek Taman Jatisari 
Indah RW 14 adalah perbaikan jalan dan penanganan banjir di 
daerah tersebut yang tak kunjung selesai bertahun-tahun. 
2. Pada Maret 2016, Anggota DPRD Kota Bekasi, daerah pemilihan 
Bekasi Timur, Dariyanto. Dalam gelaran reses banyak mendapat 
usulan untuk penyediaan penerangan jalan umum, terutama 
penerangan terhadap jalan lingkungan. Selain jaring aspirasi 
masyarakat, ia juga melakukan kegiatan bakti sosial berupa 
pengobatan gratis. Aspirasi yang disampaikan warga tidak hanya 
penerangan jalan umum serta pengentasan problem sampah. 
Persoalan infrastruktur jalan dan saluran air juga ikut dikeluhkan 
masyarakat. 
3. Pada tanggal 13 Desember 2014 Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi 
Edi menggelar Jaring Aspirasi Masyarakat (RESES) di Daerah 
Pemilihan (Dapil IV) saat Pemilu Legislatif silam yang terbagi di 
tiga kecamatan (Pondokgede, Jati Sampurna dan Pondok Melati). 
Dalam RESES yang digelar di kediaman pribadi Edi, para Camat 
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dan lurah serta masyarakat berkesempatan untuk menyampaikan 
unek – unek, keluhan, aspirasi atau pun keinginan untuk perbaikan – 
perbaikan mulai dari infrastruktur sampai ke masalah sosial 
kemasyarakatan. Permasalahan pokok di wilayah dapil IV 
adalah pembangunan fisik. Dari infrastruktur yang nanti akan 
dibangun diharapkan bisa menjadi penunjang menuju pembangunan 
hingga ke skala prioritasnya. Pembangunan fisik yang dimaksud 
adalah berupa perbaikan jalan dan pembangunan drainase. 
4. Pada 15 Oktober 2016, Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi, 
Ariyanto Hendrata, mendukung aspirasi terkait upaya masyarakat di 
sekitar TPST Bantargebang untuk mendapatkan fasilitas pendidikan 
yang lebih layak. 
5. Pada tanggal 1 Juni 2017, Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, 
Muhammad Said lebih memfokuskan pemahaman tentang 
kebijakan-kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat. M Said 
saat melakukan agenda jaring aspirasi masyarakat atau biasa Reses 
dikomplek Harapan Baru RW 07, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan 
Bekasi Barat. Masyarakat menyampaikan aspirasinya terkait salah 
satu kebijakan pemerintah Kota Bekasi saat ini, tentang Kartu Bekasi 
Sehat (KBS) berbasis NIK. 
6. Pada tanggal 13 Desember 2016, WAKIL Ketua DPRD Kota Bekasi 
Edi menggelar agenda reses ke III di kediamannya Kelurahan Jati 







pemilu lali. Dalam pemaparannya Edi memberikan informasi kepada 
masyarakat bahwa proses pembangunan di Kota Bekasi itu 
melibatkan semua unsur. Sebagai wakil Rakyat, Edi berharap, agar 
proses anggaran di DPRD berjalan dengan baik. Masyarakat 
menyampaikan aspirasi terkait tentang pembangunan dan 
infrastrukrur di daerah tersebut. 
 
3. Akuntabilitas 
Untuk melihan akuntabilitas, peneliti melihat seberapa besar pelaksanaan 
kinerja anggota dewan yang berhubungan dengan upaya menerjemahkan 
aspirasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan. Dengan kata lain, kinerja 
anggota dewan dianggap mempunyai akuntabilitas yang baik apabila dalam 
melaksanakan fungsi legislasi (pembentukan perda) tidak bertentangan dengan 
aturan-aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, selain itu harus 
ada pertanggungjawaban secara moral kepada masyarakat. Upaya yang telah 
dilakukan anggota dewan DPRD Kota Bekasin dalam menerjemahkan aspirasi 
masyarakat dalam merumuskan kebijakan, salah satunya adalah mereka 
berusaha menampung segala keluhan-keluhan yang disampaikan oleh 
masyarakat yang nantinya akan merekan sampaikan dalam rapat, baik rapat di 
tingkat fraksi, komisi, dan paripurna. Sebagai contoh, salah satu keluhan 
masyarakat ke Komisi II DPRD Kota Bekasi yakni Ibu Enie Widhiastuti selaku 
Sekretaris Komisi II dari PDIP. Keluhan tersebut mengenai permasalahan 
kebersihan pasar dan retribusi parkir. Keluhan yang disampaikan diterima dan 
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ditampung, lalu dibahas dalam rapat internal komisi tersebut dengan 
mengundang dinas terkait untuk menyelesaikan bersama. 
DPRD Kota Bekasi dalam jangka waktu 2014-2017 telah menghasilkan 
59 Peraturan Daerah (Perda). Dari 59 Peraturan Daerah yang telah dihasilkan, 
22 Peraturan Daerah yang merupakan hasil inisiatif dari DPRD Kota Bekasi, 
diantaranya: 
1. Perda Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 08 
Taahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Perizinan di Bidang 
Perdagangan. 
2. Perda Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Pendirian dan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta. 
3. Perda Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kota Bekasi. 
4. Perda Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan 
5. Perda Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Tanah 
6. Perda Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun 
Tetangga dan Rukun Warga  
7. Perda Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan 







8. Perda Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pemberian 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Bekasi 
9. Perda Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2015 
10. Perda Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan 
Lembaga Perberdayaan Masyarakat Kota Bekasi 
11. Perda Nomor 11 Tahun 2015  Tentang Penataan dan Pemberdayaan 
Pedagang Kaki Lima 
12. Perda Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Badan 
Keswadayaan Masyarakan Kota Bekasi 
13. Perda Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 
Pengelola Keuangan Daerah 
14. Perda Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah 
15. Perda Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Dan 
Pengembangan Usaha Mikro 
16. Perda Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penyediaan Dan Penyerahan 
Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum. 
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17. Perda Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan 
Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah 
18. Perda Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016 
19. Perda Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah 
20. Perda Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kota Layak Anak 
21. Perda Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan 
Ketahanan Keluarga 
22. Perda Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 
Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi 
Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 pasal 364, DPRD  
Kabupaten/ Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/ 
Kota, dalam perannya sebagai badan perwakilan DPRD menempatkan diri selaku 
kekuasaan penyeimbang (balanced power) yang mengimbangi dan melakukan 
kontrol efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. 
Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD mempunyai peran yang 







DPRD yang  mempunyai kedudukan ganda yakni sebagai wakil rakyat dan 
sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah, seyogyanya harus dapat 
mewujudkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah seperti 
yang dimaksud diatas untuk memajukan pembangunan dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Karena  sebagai wakil rakyat, anggota DPRD dipilih 
oleh rakyat melalui proses pemiliha umum dengan fungsi menampung aspirasi 
masyarakat, mengakomodir kepentingan rakyat serta memperjuangkan 
kepentingan rakyat dalam proses berpemerintahan dan bernegara. Sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD adalah mitra yang berkedudukan 
sejajar dengan kepala daerah pada bidangnya masing-masing. Dalam posisi inilah 
sesungguhnya DPRD memiliki kekuatan yang cukup  utuk melaksanakan peran 
dan fungsinya baik sebagai wakil rakyat maupun sebagai Unsur Penyelenggara 
pemerintahan di daerah. Melalui fungsi DPRD baik fungsi legislasi (pembentukan 
peraturan daerah), fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, diharapkan DPRD 
dapat  membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah pasal 150 huruf a, mengatur tentang tugas dan wewenang 
DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi yaitu membentuk Peraturan Daerah 
yang dibahas bersama dengan Kepala Daerah (Bupati/ Walikota) untuk mendapat 
persetujuan bersama dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. 
Fungsi anggaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah pasal 152. Fungsi anggaran yang dimiliki oleh 
DPRD, khususnya DPRD Kota Bekasi adalah suatu bentuk tugas yang harus 
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dilakukan oleh anggota DPRD untuk mencapai tujuan pemerintahan daerah, 
berupa menyusun dan menetapkan prakiraan penerimaan dan belanja keuangan 
pemerintahan daerah. 
Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi untuk menjamin 
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan 
serta untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. 
Fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD dinilai penting untuk membangun sistem 
akuntabilitas terhadap rakyat di daerah. Fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD 
bukan untuk hanya merupakan tugas dan kewenangan untuk menilai apakah pihak 
eksekutif telah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan rencana program yang 
ditetapkan sebelumya atau tidak. Tetapi hasil daripada pengawasan itu juga dapat 
menjadi ukuran seberapa jauh Anggota DPRD dapat menjalankan mandat yang 
diberikan masyarakat untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas pemerintahan 
dan pembangunan di daerah. 
Untuk melihat produktivitas, Bapak Rahmatulloh berpendapat bahwa: 
“Dengan adanya anggota dewan perempuan seharusnya dapat sebagai 
penyambung aspirasi masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi legislasi, 
anggaran, maupun pengawasan, anggota dewan perempuan diharapkan 
mampu menjadi penyambung aspirasi masyarakat. Selain itu, dalam 
menilai produktivitas kinerja anggota dewan dalam melaksanakan fungsi 
legislasi, dapat dilihat sejauh mana keberhasilan yang telah dilakukan 
terutama oleh anggota dewan.”28 
 
Anggota dewan juga harus dapat menyuarakan aspirasi dan 
memperjuangkan hak-hak masyarakat khususnya di Kota Bekasi. Kemampuan 
anggota dewan untuk mengenali kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk 








kemudian dituangkan dalam kebijakan anggaran. Seperti apa yang disampaikan 
Bapak Rahmatulloh: 
“Sama hal nya dengan fungsi legislasi, setiap anggota DPRD juga 
berwenang untuk menentukan pemasukan dan pengeluaran uang daerah 
melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bersama 
eksekutif yang mengajukan rancangan dan pengeluaran belanja setiap 
instansi terkait. Anggota dewan perempuan juga harusnya mendukung 
penuh program-program terutama program terkait tentang 
keperempuanan, ibu, anak, dll”29 
 
 Selanjutnya selain fungsi legislasi, anggaran, ada juga fungsi pengawasan. 
Di dalam fungsi pengawasan bisa melihat kinerja anggota dewan untuk mengenali 
apabila ada kejanggalan dari Perda-Perda yang sedang diimplementasikan. Hal ini 
serupa dengan apa yang disampaikan Bapak Rahmatulloh: 
“Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, tidak hanya anggota dewan 
di DPRD turut aktif dalam mengawasi pihak eksekutif. Anggota dewan 
perempuan juga mengawasi jalannya pemerintahan, mengawasi Perda 
yang sedang diimplementasikan serta mengawasi pelayanan publik di 
masyarakat.”30 
 
Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD dipilih oleh rakyat melalui proses 
pemilihan umum dengan fungsi menampung aspirasi masyarakat, mengakomodasi 
kepentingan rakyat serta memperjuangkan kepentingan rakyat dalam proses 
berpemerintahan dan bernegara. Selain harus memahami tentang tugas, peran, dan 
fungsi sebagai wakil rakyat, anggota dewan perempuan juga harus bisa 
menampung aspirasi masyarakat, melihat kebutuhan yang ada di masyarakat, dan 





harus bisa memberikan solusi-solusi terkain persoalan-persoalan yang ada di 
masyarakat. Dalam hal ini Bapak Rahamatulloh berpendapat bahwa: 
“Setiap tahun sebenarnya telah diprogramkan untuk pelaksanaan 
Penjaringan Aspirasi Masyarakat atau biasa disebut Reses oleh anggota 
DPRD. Reses dilakukan oleh setiap anggota dewan pertahunnya 
sebanyak dua sampai tiga kali, tergantung keputusan bersama DPRD. 
Tujuan Reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi sekaligus 
sebagai pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen oleh 
setiap anggota dewan sesuai Dapil masing-masing yang selanjutnya akan 
disampaikan oleh anggota DPRD Kota Bekasi kepada Pemerintah Kota 
Bekasi agar segera direalisasikan dengan catatan skala prioritas ke dalam 
program pembangunan Pemerintah Kota Bekasi.”31 
 
“Setelah melakukan kegiatan Reses, anggota DPRD baik secara 
perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil 
pelaksanaan tugasnya pada masa Reses guna disampaikan kepada 
pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, sehingga aspirasi masyarakat 
yang diterima dan ditampung dapat ditindaklanjuti dan disampaikan ke 
dinas/ SKPD terkait. Anggota DPRD hanya sebagai perantara/ mediator 
dalam menampung aspirasi masyarakat di Dapil masing-masing.”32   
 
Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa anggota dewan 
perempuan memiliki peran/ikut serta aktif dalam menjaring aspirasi masyarakat. 
Dalam kata lain, mereka dapat menjadi wadah dalam penyaluran aspirasi sehingga 
aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat diperjuangkan ke dalam persidangan/ 
rapat. Dengan adanya kegiatan Reses dapat meningkatkan kualitas, produktivitas 
dan kinerja DRPD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta 
guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balances 
antara DPRD Kota Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi. 
 
 








D. Keterbatasan Studi 
Banyaknya anggota dewan yang sedang melaksanakan kunjugan kerja ke 
luar kota atau dinas luar kota membuat sedikit menghambat peneliti dalam 
melaksanakan penelitian di DPRD Kota Bekasi. Pelayanan administrasi yang 
dilakukan kurang bersahabat sehingga administrasi yang dilaksanakan juga 
kurang maksimal. Key Informan yang harusnya saya mendapatkan 
informasi/pandangan ketua DPRD Kota Bekasi akhirnya pun tidak jadi karena 
yang bersangkutan sedang berada di luar kota. Akhirnya saya mewawancarai 
perwakilan dari Sekretaris Komisi III yaitu Ibu MIV. Enie Widhiastuti sebagai 
Informan dan Anggota Komisi I Bapak Machrul Falak, S.T selaku Key Informan. 
Adanya beberapa informasi yang kurang jelas dan tidak menyeluruh atau 
mendalam dari Informan maupun Key Informan membuat peneliti harus 
menjabarkan secara mendalam tentang informasi yang diberikan sebagai temuan 
















KESIMPULAN DAN SARAN  
 
A. KESIMPULAN 
DPRD sebagai salah satu lembaga yang memiliki integritas untuk 
memutuskan dan menghasilkan kebijakan publik hendaknya secara sungguh 
sungguh memperhatikan aspirasi masyarakat, sebelum mengambil atau 
memutuskan suatu kebijakan, dengan demikian  kebijakan publik yang dihasilkan 
dapat diterima oleh masyarakat banyak. Kinerja anggota dewan DPRD Kota 
Bekasi dilihat melalui 3 (tiga) indikator, yakni Produktivitas, Responsivitas, dan 
Akuntabilitas. 
Dilihat dari indikator produktivitas, kinerja anggota dewan DPRD Kota 
Bekasi Periode 2014-2019 masih terlihat lemah, dimana masih kurangnya 
inisiatif anggota dewan dalam merancang dan membuat perda. Dalam 
pelaksanaan fungsi legislasi atau pembuatan peraturan daerah (perda);  sebagaian 
besar perda yang dihasilkan dari tahun ketahun dalam  periode berjalan pada 
lembaga  DPRD, lebih banyak diajukan atas prakarsa lembaga eksekutif dari 
pada lembaga legislatif, pada hal sebagai lembaga legeslatif semestinya DPRD 
dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal untuk memprakarsai  






Banyaknya anggota dewan yang belum siap menjadi wakil rakyat 
membuat responsivitas anggota dewan menjadi kurang maksimal. Dari indikator 
responsivitas, kinerja  anggota dewan di DPRD Kota Bekasi, seharusnya bisa 
menampung aspirasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam 
demokrasi.  
Dilihat dari indikator akuntabilitas ini, anggota DPRD Kota Bekasi juga 
dinilai masih belum maksimal. Kurang maksimalnya anggota DPRD dalam 
menerjemahkan aspirasi masyrakat ke dalam sebuat bentuk peraturan daerah 
dikarenakan kurang pahamnya anggota dewan dalam menjalankan tugas, peran, 
dan fungsinya sebagai wakil rakyat. 
Dari hasil penelitian terhadap kinerja DPRD Kota Bekasi Periode Tahun 
2014-2019 dapat disimpulkan bahwa sebagai wakil akyat; anggota DPRD telah 
melaksanakan  peran dan fungsinya untuk menyerap, menampung, menyalurkan 
serta memperjuangkan  aspirasi masyarakat, khususnya para pemilih pada daerah 
pemilihan masing-masing meskipun tidak seluruh aspirasi masyarakat dapat 
diakomodir secara optimal mengingat keterbatasan dan  kemampuan daerah. 
Kinerja DPRD Kota Bekasi yang diwujudkan dalam fungsi legislasi, fungsi 
anggaran, dan fungsi pengawasan adalah sebagai berikut:  
1. Fungsi Legislasi 
Fungsi Legislasi masih lemah, hal ini terlihat dari hasil produk 
pembentukan peraturan daerah (Perda) sebanyak 58 Perda yang sebagian 






daerah pada periode 2009-2014  masih didominasi oleh prakarsa dari 
pemerintah daerah (eksekutif)  
2. Fungsi Anggaran  
Fungsi anggaran telah berjalan baik, hal ini terlihat dari terwujudnya  
keseimbangan antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung yang 
mecerminkan keseimbangan antara belanja aparatur pemerintah daerah dengan 
belanja publik untuk kepentingan masyarakat. Namun pada sisi pendapatan 
diperlukan perhatian dan peran DPRD untuk memberi motivasi dan inovasi 
kepada pemerintah daerah Kota Bekasi dalam meningkatkan pendapatan 
daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Dengan demikian 
perlu optimalisasi. Kinerja DPRD untuk terus mendorong peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan peran pembahasan APBD agar 
secara konstan dan kontinu Belanja Tidak Langsung selalu lebih kecil dari 
Belanja Langsung.   
3. Fungsi Pengawasan  
Fungsi Pengawasan masih belum optimal, hal ini terlihat dari pelaksanaan 
pengawasan DPRD Kota Bekasi baru sebatas himbauan dan kritik yang 
dilaksanakan melalui rapat-rapat, baik rapat komisi maupun rapat paripurna. 
Bahwa Kinerja DPRD baik kedudukannya sebagai Wakil Rakyat maupun 
sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah daerah penyelenggaraannya belum 
dilaksanakan secara optimal untuk itu perlu ditingkatkan lagi. Faktor yang 
mempengaruhi kinerja DPRD Kota Bekasi. Faktor pendukung: tingkat 






sekretariat DPRD, dan tim ahli. Sedangkan faktor peghambat : kurangnya 
konsistensi dan komitmen beberapa anggota DPRD, peraturan tata tertib, data 
informasi, sistem pemilu, dan kejumbuhan kedudukan eksekutif dan legislatif.  
 
B. SARAN 
1. Sebaiknya perlu ditingkatkan lagi produktivitas kinerja anggota DPRD dalam 
menghasilkan peraturan daerah, inisiatif anggota dewan dalam melihat 
kebutuhan, persoalan yang terjadi dimasyarakat harus bisa ditangkap dengan 
jelih oleh para anggota dewan sebagai wakil rakyat. 
2. Terhadap lemahnya pelaksanaan kinerja fungsi Legislasi DPRD, maka 
sebaiknya Anggota DPRD harus pro-aktif turun ke lapangan baik secara 
kontinuitas, kunjungan kerja maupun melalui masa reses agar mengeahui 
situasi dan kondisi yang berkenaan dengan aspek kehidupan masyarakat 
selanjutnya diakomodir dalam produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah 
(Perda) dan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tidak hanya 
melibatkan pemerintah daerah tetapi harus melibatkan masyarakat serta 
kelompok akademisi untuk memperoleh kajian atau naskah akademik. 
Dengan demikian Pelaksanaan fungsi DPRD Kota Bekasi akan menjadi kuat 
dintandai dengan banyaknya pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang 
berasal dari usul inisiatif DPRD. 
3. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran sebaiknya anggota dewan bisa mengatur 






dewan perempuan juga sebaiknya mampu mengatur rencana penganggaran 
dalam pengawalan kebijakan-kebijakan. 
4. Untuk meningkatkan fungsi pengawasan, sebaiknya DPRD tidak hanya 
melakukan  pengawasan secara politis, tetapi konkrit  dapat melaporkan 
penemuan pelanggaran hukum Pidana/perdata atas pelaksanaan  pemerintahan 
kepada penegak hukum. Selanjutnya dapat  menggunakan hak interpelasi, hak 
angket dan hak menyatakan pendapat berkenaan dengan persoalan penting 
dan strategis yang  menyangkut masyarakat luas dan berdampak pada 
kepentingan bangsa dan negara. 
5. Dalam melakukan penjaringan aspirasi masyarakat atau reses, sebagai wakil 
rakyat hendaknya bisa memanfaatkan secara optimal kegiatan tersebut agar 
para anggota dewan khususnya anggota dewan perempuan dapat menampung 
aspirasi masyarakat secara optimal, mengetahui persoalan-persoalan apa saja 
yang ada di masyarakat sehingga nanti bisa dirumuskan solusi-solusi yang 
akan diberikan. Lalu melalui kegiatan reses ini sebaiknya anggota dewan bisa 
memahami tentang kebutuhan masyarakat hari ini sehingga nanti bisa 
direalisasikan menjadi program-program maupun peraturan daerah untuk 
kesejahteraan masyarakat. 
6. Sebaiknya partai politik harus benar-benar menyiapkan kader-kadernya yang 
ingin mencalonkan sebagai anggota legislatif, sehingga saat mereka terpilih 
dan duduk di legislatif mereka bisa menjadi politikus yang handal, dan 






kegiatan BIMTEK dengan baik dan maksimal, sehingga dapat menambah 
wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan peningkatan kinerja di legislatif.  
7. Anggota dewan sebaiknya lebih aktif dan peka terhadap kebutuhan 
masyarakat khususnya untuk para konstituennya di daerah pemilihannya. 
Anggota dewan juga harus memahi betul tentang tugas, peran dan fungsinya 
sebagai wakil rakyat dalam menyuarakan aspirasi masyarakat sehingga dalam 
proses pembentukan Perda, akan ada banyak Perda yang diinisiasi DPRD 
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“Kinerja Anggota DPRD Perempuan Dalam Menghasilkan Peraturan 




Sub. Indikator keterangan 
Kinerja 
1. Produktivitas 
Konsep produksivitas menurut Dwiyanto 
tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, 
tetapi juga efektivitas pelayanan. 
Produksivitas pada umumnya dipahami 
sebagai rasio antara input dengan output. 
Dalam konteks DPRD ini produktivitas 
dipahami sebagai sebarapa banyak 
pembentukan perda guna 
mensejahterakan masyarakat. 
- Mengukur seberapa 
jauh kinerja anggota 
dewan perempuan di 









2.  Responsivitas 
responsivitas adalah kemampuan 
organisasi untuk mengenali kebutuhan 
masyarakat, menyusun agenda dan 
prioritas pelayanan, dan 
mengembangkan program-program 
pelayanan publik sesuai dengan 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 
Secara singkat resposivitas di sini 
menujukan pada keselarasan antara 
program dan kegiatan pelayanan dengan 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 





- Merespon persoalan 






kewajiban pihak pemegang amanah 
untuk memberikan pertanggungjawaban, 
mengajukan, melaporkan dan 
mengungkapkan segala aktifitas dan 
kegiatan yang menjadi 
tanggungjawabnya kepada pihak 
pemberi amanah yang memiliki hak dan 




















1. Bagaimana anggota dewan dalam melaksanakan fungsi legislasi (Pembentukan 
Perda)? 
2. Bagaimana anggota dewan dalam melaksanakan fungsi anggaran? 
3. Bagaimana anggota dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan? 
4. Bagaimana anggota dewan dalam merespon aspirasi masyarakat? 
5. Bagaimana anggota dewan dalam dalam mengenali kebutuhan masyarakat? 
6. Bagaimana kinerja anggota dewan dalam menerjemahkan aspirasi masyarakat 





Lintas Kepemimpinan Walikota dan DPRD Kota Bekasi. 33 
Walikota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah 
Periode Walikota Periode Ketua 
1997-1998 Walikotamadya Bekasi 
Drs. H. Khailani A.R 
1997-1998 H. Goenarso Ismail 
1998-2003 Walikota Bekasi 
Drs. Nonon Sonthanie 
1999-2004 Ismail Ibrahim, S.H. 
2003-2008 Walikota Bekasi: H. Ahmad Zurfaih 
Wakil Walikota Bekasi: Mochtar 
Muhammad 
2004-2009 H. Rahmat Effendi 
H. Yusuf Nasih, 
S.Sos., M.M 
2008-2013 Walikota Bekasi: H. Mochtar 
Muhammad 
Wakil Walikota Bekasi: H. Rahmat 
Effendi 
2009-2014 H. Azhar Laena 
(alm.) 
H. Andi Zabidi, S.E. 
2013-2018 Walikota Bekasi: Dr. H. Rahmat 
Effendi 




H. Tumai, S.E. 
Catatan: Senin, 3 Mei 2012 H. Rahmat Effendi dilantik sebagai Plt. Walikota Bekasi 
 
                                                          




Komisi-Komisi DPRD Kota Bekasi 
Tugas Komisi-Komisi 
 Komisi merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat dan dibentuk oleh 
DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.34 
Komisi mempunyai tugas: 
1. Mempertahankan dan memelihara kerukunan Nasional serta keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah 
2. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan 
Keputusan DPRD 
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintah, dan 
kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing 
4. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang 
disampaikan oleh Kepala Daerah dan masyarakat kepada DPRD 
5. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat 
6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah  
7. Melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan 
Pimpinan DPRD 
8. Dalam hal-hal mendesak, komisi dapat melakukan kunjungan kerja tanpa 
persetujuan Pimpinan DPRD tetapi tetap berkewajiban melaporkan hasil 
kunjungan kerja secara tertulis kepada Pimpinan DPRD 
9. Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat 
10. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup 
bidang tugas masing-masing Komisi 
11. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan 
tugas Komisi. 
                                                          




Lingkup dan Mitra Kerja Komisi 
Komisi I 
Bidang Hukum dan Pemerintah meliputi sebagai berikut: 
 (Pemerintah, Keamanan, Ketertiban, Ketentraman, Penerangan/Pers, 
Hubungan Masyarakat, Hukum/Perundang-undangan, Kepegawaian/Aparatur, 
Sosial, Politik, Organisasi, Masyarakat, Pertanahan, Perijinan, dan Pemadam 
Kebakaran). 
Adapun Mitra Kerja Komisi I adalah: 
 Inspektorat Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Bekasi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, 
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi, Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Bekasi, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota 
Bekasi, Kantor Arsip Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum Setda 
Kota Bekasi, Bagian Perlengkapan Setda Kota Bekasi, Bagian Umum Setda Bekasi, 
Bagian Pertanahan Setda Kota Bekasi, Bagian Telematika Setda Kota Bekasi, 
Bidang Pemadam Kebakaran, Dinas Pedudukan, dan Catatan Sipil Kota Bekasi. 





: Irman Firmansyah, S.H., M.H 
: Chairoman J. Putro, M.Eng., M.Si 
: Ronny Hermawan, S.H 
: H. Solihin 
Anggota : Lilik Hariyoso, S.Sos 
: Herman 
: Machrul Falak H, S.H 
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: H. Maryadi, S.Sos 
: H. M. Kurniawan EN, S.T 
: Sarni Ruminta Sihombing 
: Syaherallayi, S.E 
: Syaiful Bachri, S.H 
 
Komisi II 
Bidang Pembangunan meliputi sebagai berikut: 
 Pembangunan Pasar, Pertanian, Perkebunan dan Tanaman Pangan, Peternakan 
dan Perikanan, Menara Pemancar, Bina Marga, Tata Air, Sarana Jaringan Utilitas, 
Lingkungan Hidup, Perhubungan dan Transportasi, Pemetaan dan Tata Ruang 
Wilayah, Penerangan Jalan Umum, Pengawasan Pembangunan dan Kebersihan 
serta Pertamanan. 
Adapun Mitra Kerja Komisi II adalah: 
 Dinas Perekonomian Rakyat (Dispera), Dinas Pertamanan, Pemakaman dan 
Penerangan Jalan Umum (DPPPJU), Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimarta), 
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Dinas Perhubungan (Dishub), 
Dinas Tata Kota (Distako), Dinas Bangunan dan Pemukiman (Disbangkim), Kantor 
Pemadam Kebakaran, Dinas Kebersihan (Dinsih). 
Daftar nama anggota Komisi II: 
Koordinator  
Ketua 
Wakil Ketua  
Sekretaris  
: H. Edi, S.Sos.I 
: Ir. Sihar 
: Ariyanto Hendrata, S.Pd 
: Tahapan Bambang Sutopo, S.H 
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Anggota : H. Sudirman, S.H 
: Wasimin 
: Nita Hermawati, S.H 
: Solecha 
: Dariyanto, S.Kom 
: Ir. Indriyati 
: Sodikin 
: H. Safril 
: Muhammad Said 
 
Komisi III 
Bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi sebagai berikut: 
 Keuangan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah, 
Badan Pengelola Keuangan, Pemberdayaan Aset dan Kekayaan Daerah, 
Pertambangan dan Energi, Perusahaan Patungan/Dunia Usaha/Yayasan Penanaman 
Modal, Perdagangan dan Perindustrian, Pengadaan Pangan dan Logistik, 
Koperasi/Usaha Kecil dan Menegah. 
Adapun Mitra Kerja Komisi III adalah: 
 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Dinas Pendapatan Daerah, Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bank Jabar Banten Cabang 
Kota Bekasi, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Syariah, RSUD, Dinas Pariwisata, 
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (DISPORBUDPAR), Perdagangan dan 
Koperasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Bangunan dan 
Pemukiman, Dinas Bina Marga dan Tata Air, Dinas Tata Kota, Samsat, PDAM 
 76 
 
Tirta Bhagasi, PDAM Tirta Patriot, Perusahaan Daerah Minyak dan Gas, 
Perusahaan Daerah Mitra Patriot. 





: H. Edi, S.Sos 
: Komarudin, S.Pd 
: Murfati Lidianto, S.E 
: MIV. Enie Widhiastuti 
Anggota : Lilis Nurlia, S.Pd.I 
: Uri Huryati, S.E 
: Tumpak Sidabutar, S.E 
: S. Reynold F. Tambunan, S.E 
: Winoto, S.H 
: H. Abdul Muin H. S.E., M.Pd 
: Sanwani, S.Ag., M.Ikom 
: Arwis Sembiring Meliala, S.H 
 
Komisi IV 
Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi sebagai berikut: 
 Kesejahteraan Sosial, Agama, Pendidikan dan IPTEK, Kesehatan, Peranan 
Perempuan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Ketenagakerjaan dan 
Transmigrasi, Pariwisata, Perumahan Rakyat, Keluarga Berencana dan 
Kependudukan serta Catatan Sipil. 
Adapun Mitra Kerja Komisi IV adalah: 
 Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 
Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, RSUD, Dinas Tenaga Kerja dan 
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Transmigrasi, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial Perlindungan 
dan Pemberdayaan Masyarakat, Perumahan Rakyat Daerah, Kementrian Agama, 
Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Sosial. 





: Drs. Heri Koswara, M.A 
: Nuryadi Darmawan RS, S.H., S.IP 
: Rahmawati S.Farm. Apt 
: H. Daddy Kusrady, S.E., M.Si 
Anggota : Anim Imamudin, S.E., M.M 
: Asan, S.T., Pnb 
: Drs. H. Heri Purnomo, M.Si 
: M. Dian 
: H. Epi Susanto  
: Drs. La Ode M. Agus  
: Lili Anggraeni 
: Haeri Parani, S.H., M.H 






Badan Anggaran  DPRD Kota Bekasi 
Badan Anggaran memiliki tugas sebagai berikut :35 
1. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam rangka 
mempersiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD berupa 
pokok-pokok pikiran DPRD 
2. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan 
penetapan, perubahan, dan penghitungan APBD sebelum ditetapkan dalam 
Rapat Paripurna 
3. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan APBD 
yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah 
4. Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan dan penghitungan 
anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD 
5. Menyusun anggaran belanja DPRD dalam memberikan saran terhadap 
penyusunan anggaran belanja sekretariat DPRD. 





: H. Tumai, S.E 
: H. Edi, S.Sos.I 
: Drs. Heri Koswara, M.A 
: Muhammad Dian, S.H 
                                                          




Sekretaris : Drs. Junaedi 
Anggota : Anim Imamudin, S.E., M.M 
: MIV. Enie Widhiastuti 
: H. Sudirman, S.H 
: H. Lilik Hariyoso, S.Sos 
: S. Reynold F. Tambunan, S.E 
: Solecha 
: H. Maryadi, S.Sos 
: Machrul Falak H, S.T 
: Chairoman J. Putro, M.Eng., M.Si 
: Drs. Heri Purnomo, M.Si 
: H. M. Kurniawan E.n, S.T 
: Irman Firmansyah, S.H., M.H 
: Tahapan Bambang Sutopo, S.H 
: Drs. Linggom F. Lumbantoruan 
: Muhammad Sai 
: H. Solihin 
: Drs. H. La Ode Muhammad Agus M. 
: H. Safril 
: Ronny Hermawan, S.H 





Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi 
 Badan Musyawarah merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap 
dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa keanggotaan DPRD.36 
Badan Musyawarah mempunyai tugas: 
1. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD baik 
diminta ataupun tidak 
2. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD 
3. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah apabila timbul perbedaan pendapat  
4. Memberikan saran pendapat untuk memperlancar kegiatan 
5. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus. 







: H. Tumai, S.E 
: H. Edi, S.Sos.I 
: Drs. Heri Koswara, M.A 
: Muhammad Dian, S.H 
: Drs. Junaedi 
: Anim Imamudin, S.E., M.M 
: MIV. Enie Widhiastuti 
: Asan, S.T., Pnb 
: Wasimin 
                                                          




: Tumpak Sidabutar, S.E 
: H. Maryadi, S.Sos 
: Solecha 
: Uri Haryati, S.E 
: Drs. H. Heri Purnomo, S.Pd., M.Si 
: Ir, Chairoman J. Putro, M.Eng., M.Si 
: Ariyanto Hendrata, S.Pd 
: H. Epi Susanto 
: Irman Firmansyah, S.H., M.H 
: Winoto, S.H 
: Ahmad Ustuchri, S.E 
: Muhammad Said 
: Sanwani, S.Ag., M.Ikom 
: Abdul Muin Hafied, S.E., M.Pd 
: H. Syaiful Bachri, S.H 
: Ronny Hermawan, S.H 







Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi 
Badan Kehormatan mempunyai tugas sebagai berikut:37 
1. Mengamati dan mengevaluasi disiplin, etika dan moral para pemimpin dan 
anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan 
kredibilitas sesuai dengan kode etik DPRD. 
2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan para pimpinan dan anggota DPRD 
terhadap aturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRD 
serta sumpah atau janji anggota DPRD. 
3. Melakukan penyelidikan, verifikasi, klarifikasi dan pengambilan keputusan 
berupa rekomendasi atas pengaduan yang disampaikan ke DPRD. 
4. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD berupa 
rekomendasi untuk pemberhentian pimpinan dan anggota DPRD antar waktu 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
5. Menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rekomendasi 
nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan pimpinan 
dan anggota DPRD. 
 
 
Susunan Badan Kehormatan terdiri dari: 
 
                                                          





: Muhammad Dian, S.H 
: H. Sudirman, S.H 
: H. Daddy Kusrady, S.E., M.Si 
Anggota : Dariyanto, S.Kom 
: Winoto, S.H 





Badan Legislasi DPRD Kota Bekasi 
Badan Legislasi memiliki tugas sebagai berikut:37 
1. Merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan 
Rancangan Peraturan Daerah untuk satu masa keanggotaan DPRD dan setiap 
tahun anggaran dengan tahapan: 
a. Menginventarisir masukan dari Anggota Fraksi, Komisi, dan Masyarakat 
untuk ditetapkan menjadi keputusan Badan Legislasi 
b. Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) merupakan badan 
konsultasi dengan Pemerintah Daerah 
2. Hasil konsultasi dengan Pemerintah Daerah dilaporkan kepada Rapat Paripurna 
untuk ditetapkan 
3. Menyiapkan usul Rancangan Peraturan Daerah inisiatif, Program Prioritas yang 
telah ditetapkan 
4. Menyiapkan usul inisiatif/prakarsa Rancangan Peraturan Daerah yang 
disiapkan anggota Komisi atau gabungan Komisi, apabila diminta dan 
selanjutnya disampaikan kepada pengusul untuk diproses lebih lanjut 
5. Melakukan pembahasan perubahan/penyempurnaan rancangan Pemerintah 
Daerah secara khusus ditugaskan Badan Musyawarah 
6. Mengikuti perkembagan dan melakukan ewaluasi terhadap materi peraturan 
daerah melalui koordinasi Komisi 
                                                          




7. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap peraturan, tata tertib, dan 
kode etik Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya 
8. Mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak Pemerintah Daerah atau 
pihak lain yang dianggap perlu mengenai hal yang menyangkut ruang lingkup 
tugasnya melalui Pimpinan DPRD 
9. Memberikan rekomendasi kepada Badan Musyawarah dan Komisi mengenai 
penyusunan program dan urutan prioritas pembahasan Rancangan Peraturan 
Daerah untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPRD dan setiap tahun anggaran  
10. Memberikan rekomendasi kepada Badan Musyawarah dan atau Komisi yang 
terkait berdasarkan hasil pemantauan terhadap materi Peraturan Daerah 
11. Mengadakan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat Umum 
12. Mengadakan kunjungan kerja atas persetujuan Pimpinan DPRD yang hasilnya 
dilaporkan kepada Rapat Paripurna untuk ditindaklanjuti. 






: Drs. H. Heri Koswara, M.A 
: H. Abdul Muin Hafied, S.E., M.Pd 
: Komarudin, S.Pd.I 
: Drs. Junaedi 
: Nuryadi Darmawan, RS, S.H., S.IP 
: Rahmawati, S.Farm, Apt 
: Syaherallayali, S.E 
: Tumpak Sidabutar, S.E 
: Lili Anggraeni 
: Herman 
: Ariyanto Hendrata, S.Pd 
: Hj. Lilis Nurlia, S.Pd.I 
: Arwis Sembiring Meiliala, S.H 








Jenis-Jenis Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi: 
1. Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam 
pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD 
2. Rapat Paripurna Istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh 
Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak 
mengambil keputusan 
3. Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang 
dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD 
4. Rapat Fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi 
5. Rapat Konsultasi adalah rapat antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi 
dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD 
6. Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang 
dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah 
7. Rapat Komisi merupakan Rapat Anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua 
atau Wakil Ketua Komisi 
8. Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh 
Ketua atau Wakil Ketua DPRD 
9. Rapat Badan Anggaran merupakan Rapat Anggota Badan Anggaran yang 
dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran 
10. Rapan Badan Legislasi Daerah merupakan Rapat Anggota Badan Legislasi 
Daerah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Legislasi Daerah 
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11. Rapat Badan Kehormatan merupakan Rapat Anggota Badan Kehormatan yang 
dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan 
12. Rapat Panitia Khusus merupakan Rapat Anggota Panitia Khusus yang dipimpin 
oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus 
13. Rapat Kerja merupakan Rapat antara DPRD dan Walikota atau Pejabat yang 
ditunjuk atau antara Badan Anggaran, Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia 
Khusus dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk 
14. Rapat Dengar Pendapat merupakan Rapat antara DPRD dan Pemerintah Daerah 
15. Rapat Dengar Pendapat Umum merupakan Rapat antara DPRD dan masyarakat 
baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara 
Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus dan masyarakat baik 










                                                          






PIMPINAN FRAKSI  




KETUA  : ANIM IMAMUDDIN, S.E., M.M 
WAKIL KETUA : ASAN ST. Pnb 
SEKRETARIS : HERMAN 
BENDAHARA : WASIMIN 
 
FRAKSI GOLKAR 
KETUA  : SOLECHA 
WAKIL KETUA : H. MARYADI, S.Sos 
SEKRETARIS : RAHMAWATI, S.Farm. Apt  
BENDAHARA : URI HURYATI, S.E 
 
FRAKSI PKS 
KETUA  : Ir. CHAIROMAN J. PUTRO. M. Eng., M.Si 
WAKIL KETUA : H. DADDY KUSRADY, S.E., M.Si 
SEKRETARIS : Drs. H. HERI PURNOMO, M.Si 
BENDAHARA : Hj. LILIS NURLIA, S.Pd.I., M.Pd 
 
FRAKSI GERINDRA 
KETUA  : TAHAPAN BAMBANG SUTOPO, S.H 
WAKIL KETUA : MURFATI LIDIANTO, S.E 







KETUA  : SYAHERALLAYALI, S.E 
WAKIL KETUA : AHMAD USHTUCHRI, S.E 
SEKRETARIS : Drs. H. THAMRIN USMAN, M.Si 
 
FRAKSI DEMOKRAT  
KETUA  : SODIKIN, S.H 
WAKIL KETUA : RONNY HERMAWAN, S.H 
SEKRETARIS : HAERI PARANI, S.H., M.H 
BENDAHARA : ARWIS SEMBIRI MEILIALA, S.H 
 
FRAKSI PAN 
KETUA  : Drs. H. LA ODE M. AGUS 
WAKIL KETUA : H. SYAIFUL BACHRI 
SEKRETARIS : H. ABDUL MUIN HAFIED, S.E., M.Pd 
BENDAHARA : H. SAFRIL 
 
FRAKSI PPP 
KETUA  : MUHAMMAD SAID 
WAKIL KETUA : SANWANI, S.Ag., M.Ikom 
SEKRETARIS : H. SHOLIHIN, S.Ip 









PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DI DPRD KOTA 
BEKASI TAHUN 2014-2019 
12 KURSI 
 Dapil I : 1 Kursi 
Dapil II : 2 Kursi 
Dapil III : 2 Kursi 
Dapil IV : 3 Kursi 
Dapil V : 2 Kursi 
Dapil VI : 2 Kursi 
8 KURSI 
 Dapil I : 1 Kursi 
Dapil II : 2 Kursi 
Dapil III : 2 Kursi 
Dapil IV : 1 Kursi 
Dapil V : 1 Kursi 









 Dapil I : 1 Kursi 
Dapil II : 1 Kursi 
Dapil III : 1 Kursi 
Dapil IV : 1 Kursi 
Dapil V : 2 Kursi 
Dapil VI : 1 Kursi 
6 KURSI 
 
Dapil I : 1 Kursi 
Dapil II : 1 Kursi 
Dapil III : 1 Kursi 
Dapil IV : 1 Kursi 
Dapil V : 1 Kursi 
Dapil VI : 1 Kursi 
4 KURSI 
 Dapil I : 1 Kursi 
Dapil II : 1 Kursi 
Dapil III : 0 Kursi 
Dapil IV : 1 Kursi 
Dapil V : 0 Kursi 





 Dapil I : 0 Kursi 
Dapil II : 1 Kursi 
Dapil III : 1 Kursi 
Dapil IV : 1 Kursi 
Dapil V : 1 Kursi 
Dapil VI : 0 Kursi 
4 KURSI 
 Dapil I : 0 Kursi 
Dapil II : 1 Kursi 
Dapil III : 1 Kursi 
Dapil IV : 1 Kursi 
Dapil V : 1 Kursi 
Dapil VI : 0 Kursi 
4 KURSI 
 Dapil I : 1 Kursi 
Dapil II : 1 Kursi 
Dapil III : 0 Kursi 
Dapil IV : 1 Kursi 
Dapil V : 1 Kursi 






 Dapil I : 0 Kursi 
Dapil II : 0 Kursi 
Dapil III : 0 Kursi 
Dapil IV : 0 Kursi 
Dapil V : 0 Kursi 






PERATURAN DAERAH DPRD KOTA BEKASI MASA KERJA 
TAHUN 2014-2019 
No. Nomor Perda dan Tahun Peraturan Daerah 
1 02 Tahun 2014 Pengendalian Pencemaran Udara 
2 03 Tahun 2014 Pernyataan Modal Pemerintah Kota 
Bekasi berupa Tanah, Jaringan, dan 
Bangunan Permanen Kepada PD. Tirta 
Patriot 
3 04 Tahun 2014 Perubahan atas Perda Nomor 08 Taahun 
2009 tentang Penyelenggaraan dan 
Perizinan di Bidang Perdagangan 
4 05 Tahun 2014 Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam 
Pemanfaatan Ruang di Kota Bekasi 
5 06 Tahun 2014 Bangunan dan Gedung 
6 07 Tahun 2014 Pelestarian Cagar Budaya Kota Bekasi 
7 08 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 
Bekasi Nomor 05 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan 
Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta 
8 09 Tahun 2014 Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah 
Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 
tentang Lembaga Teknis Daerah Kota 
Bekasi 
9 10 Tahun 2014 Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah 
Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 
tentang Dinas Daerah Kota Bekasi 
10 11 Tahun 2014 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kota Bekasi 
11 12 Tahun 2014 Penyelenggaraan Penanaman Modal 
12 13 Tahun 2014 Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan  
13 14 Tahun 2014 Pengelolaan Air Tanah 
14 15 Tahun 2014 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
Tahun Anggaran 2013 
15 16 Tahun 2014 Penyelenggaraan dan Perpanjangan Izin 
Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing 
16 17 Tahun 2014 Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 
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17 01 Tahun 2015 Pencabuta Peraturan Daerah Kota Bekasi 
Nomor 08 Tahun 2008 tentang 
Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kota 
Bekasi 
18 02 Tahun 2015 Pencabutan Peraturan Kota Bekasi Nomor 
08 Tahun 2013 tentang Retribusi 
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 
Penduduk dan Akta Catatan Sipil 
19 03 Tahun 2015 Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bekasi 
Nomor 06 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan di Kota Bekasi 
20 04 Tahun 2015 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2015 
21 05 Tahun 2015 Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga 
dan Rukun Warga 
22  06 Tahun 2015 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 
Perusahaan di Kota Bekasi 
23 07 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 
Bekasi Nomor 02 Tahun 2010 tentang 
Pemberian Bantuan Keuangan Kepada 
Partai Politik di Kota Bekasi 
24 08 Tahun 2015 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
Tahun Anggaran 2014 
25 09 Tahun 2015 Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 
Anggaran 2015 
26 10 Tahun 2015 Pedoman Pembentukan Lembaga 
Perberdayaan Masyarakat Kota Bekasi 
27 11 Tahun 2015  Penataan dan Pemberdayaan Pedagang 
Kaki Lima 
28 12 Tahun 2015 Pengelolaan Masjid Agung Al Barkah 
Pemerintah Kota Bekasi 
29 13 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 
Bekasi Nomor 18 Tahun 2011 tentang 
Pelayanan Ketenagakerjaan 
30 14 Tahun 2015 Rumah Susun 
31 15 Tahun 2015 Pedoman Pembentukan Badan 
Keswadayaan Masyarakan Kota Bekasi 
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32 16 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 
Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang 
Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah 
33 17 Tahun 2015 Penyertaan Modal Pemerintah Kota 
Bekasi Kepada Badan Usaha Milik 
Pemerintah 
34 18 Tahun 2015 Anggaran Pendapatan dan Belakanja 
Daerah Tahun 2016 
35 01 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 
Bekasi No. 11 Tahun 2013 tentang 
Rancangan Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 
2013-2018 
36 02 Tahun 2016 Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa 
Kota Bekasi 
37 03 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 
Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 Tentang 
Retribusi Daerah 
38 04 Tahun 2016 Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2015 
39 06 Tahun 2016 Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kota Bekasi 
40 07 Tahun 2016 Pembentukan Dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Bekasi 
41 08 Tahun 2016 Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha 
Mikro 
42 10 Tahun 2016 Perubahan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 
43 11 Tahun 2016 Ketentuan Umum Pajak Daerah 
44 12 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 
16 Tahun 2011 Tentang Penyediaan Dan 
Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas 
Umum Kawasan Perumahan, Perdagangan 
Dan Industri Oleh Pengembang Di Kota 
Bekasi 
45 13 Tahun 2016 Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang 
46 14 Tahun 2016 Pembentukan Perseroan Terbatas Sinergi 
Patriot Kota Bekasi 
 96 
 
47 01 Tahun 2017 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 
48 02 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 
Bekasi Nomor 17 Tahun 2015 Tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Kota 
Bekasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah 
49 03 Tahun 2017 Hak Keuangan Dan Administratif 
Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
50 04 Tahun 2017 Penyelenggaraan Dan Retribusi Izin 
Mendirikan Bangunan 
51 06 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 
52 07 Tahun 2017 Penyelenggaraan Reklame 
53 08 Tahun 2017 Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bekasi 
Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Pajak 
Pengambilan Dan Pengolahan Bahan 
Galian Golongan C 
54 09 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 
15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 
Sampah 
55 10 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 
Bekasi Nomor 07 Tahun 2011 Tentang 
Pajak Hiburan 
56 11 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 
Tentang Pajak Reklame 
57 13 Tahun 2017 Kota Layak Anak 
58 14 Tahun 2017 Penyelenggaraan Pembangunan 
Ketahanan Keluarga 
59 15 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 
Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang 
Pembentukan Dan Susunan Perangkat 





Wawancara dengan Informan: 
Biodata singkat Informan: 
Nama : MIV. Enie Widhiastuti 
Tempat Tanggal Lahir : Jogjakarta, 16 April 1955 
Jabatan : Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bekasi 
Fraksi : PDIP 
Agama : Katolik 
Daerah Pemilihan : VI (Enam) 
No. Hp : 081315356868 
 
Peneliti : Menurut Ibu, Bagaimana anggota dewan dalam melaksanakan 
fungsi legislasi (Pembentukan Perda)? 
Informan : Menurut saya, ada 3 fungsi sebagai anggota dewan yakni fungsi 
legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi 
tersebut harus benar-benar dpahami oleh semua anggota dewan. 
Fungsi legislasi ini adalah kewenangan membentuk Peraturan 
daerah (Perda). Dalam  fungsi ini baik DPRD maupun Kepala 
Daerah diberi hak untuk mengajukan rancangan Perda guna 
dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD 
dan Kepala Daerah. Tapi masih banyak anggota dewan belum 
memahami betul tentang fungsi-fungsinya tersebut. 
 
Peneliti : Menurut Ibu, Bagaimana anggota dewan dalam melaksanakan 
fungsi anggaran? 
Informan : Fungsi anggaran ini merupakan kewenangan DPRD untuk 
menetapkan APBD bersama kepala daerah. Pelaksanaan fungsi 
ini dalam bentuk pembahasan Rancangan APBD bersama 
Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama 
sehingga melahirkan produk dalam bentuk APBD. Fungsi ini 
merupakan bagian dari kebijakan publik yang di desain dalam 
bentuk program-program pembangunan dengan pembiayaan 
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APBD yang diarahkan dalam rangka menjawab tuntutan 
kebutuhan masyarakat di daerah.  
 
Peneliti : Menurut Ibu, Bagaimana anggota dewan dalam melaksanakan 
fungsi pengawasan? 
Informan : Fungsi pengawasan  ini sebenarnya kewenangan kita sebagai 
anggota dewan di DPRD untuk melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta 
kebijakan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Pengawasan 
(kontrol) pihak DPRD terhadap kebijakan pemerintah hanya 
mencapai tingkat pengeluaran suatu program dan hampir sulit 
bagi para anggota DPRD untuk dapat melakukan analisis kinerja 
dari suatu program hingga pada taraf hasil bahkan manfaat 
maupun dampak dari program itu. Dan masih banyak anggota 
dewan khususnya belum paham tentang tugas, peran, dan 
fungsinya sebagai anggota dewan 
 
Peneliti : Menurut Ibu, Bagaimana anggota dewan dalam merespon 
aspirasi masyarakat? 
Informan : Kalau saya selaku anggota legislatif dalam menjalankan kerja 
dalam merespon aspirasi masyarakat terkadang terkendala pada 
tingkat pengetahuan yang terbatas mengenai aspirasi masyarakat 
yang di sampaikan yang dipengaruhi oleh latar belakang 
pendidikan yang bukan berlatar pendidikan politik, serta yang 
paling berpengaruh yaitu kondisi fisik yang kurang fit (kurang 
sehat). ketika dalam keadaan sehat-sehat ya lancar-lancar saja. 
Dan juga dalam mejalankan tugas pasti tidak selamanya berjalan 
sesuai dengan kehendak kita seperti halnya dalam merespon 
aspirasi masyarakat, untuk faktor yang mempengaruhi kinerja 
selaku anggota legislatif  dalam merespon aspirasi masyarakat 
kendala utama pada sejauh mana memahami persoalan yang ada, 
tingkat pemahaman atas kasus yang ada sehingga dalam 
pembahasan nantinya dalam rapat atau sidang yang dilaksanakan 
mampu memberikan tawaran solusi ataupun pertimbangan maka 
dari itu diperlukannya alat kelengkapan dewan sebagai 
penunjang kinerja kami di legislatif. 
Kalau saya lihat, anggota dewan masih sangat lemah terhadap 
pemahaman sebagai anggota dewan. Contoh kemarin Pansus 22 
sedang membuat  Perda tentang penanggulangan kemiskinan. 
Nah mereka kan harus tahu kenapa kita membuat perda ini, 
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Cuma terkadang mereka tidak mengerti kenapa kita membuat 
perda ini. Bukan berarti saya bisa, saya juga sama-sama belajar. 
 
Peneliti : Menurut Ibu, Bagaimana anggota dewan dalam dalam 
mengenali kebutuhan masyarakat? 
Informan : Sebagai anggota dewan mempunyai kepekaan terhadap apa 
yang dirasakan oleh masyarakat tak perlu menunggu waktu reses 
untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat, kalau bisa tiap 
saat harus turun ke masyarakat, selain bentuk untuk 
bersilaturahmi kita juga menjalankan tugas dan tanggungjawab 
sebagai wakil dari masyarakat. 
 
Peneliti : Menurut Ibu, Bagaimana kinerja anggota dewan dalam 
menerjemahkan aspirasi masyarakat dalam merumuskan 
kebijakan? 
Informan : Dalam menerima aspirasi mampu untuk mengakomodir 
aspirasi tersebut sebagai bentuk tanggungjawab, sebagai wakil 
rakyat saya sering melakukan dengar pendapat dengan 
masyarakat sehingga saya tahu apa yang mereka rasakan 
sehingga saya mampu untuk merespon hal-hal tersebut, 
kemudian mencatat,menulis apa yang mereka sampaikan nanti 
saya teruskan kebagian terkait di kantor DPRD jika aspirasi 





Wawancara dengan Key Informan: 
Biodata singkat Key Informan: 
Nama : Machrul Falak H. S.T 
Tempat Tanggal Lahir : Bekasi, 28 Desember 1979 
Jabatan : Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi 
Fraksi : Partai Golkar 
Agama : Islam 
Daerah Pemilihan : VI (Enam) 
No. Hp : 082111110100 
 
Peneliti : Menurut Bapak, Bagaimana anggota dewan dalam 
melaksanakan fungsi legislasi (Pembentukan Perda)? 
Key Informan : Di dalam fungsi legislasi ini kan sebenarnya mengatur 
tentang tugas dan wewenang DPRD dalam membentuk 
Peraturan Daerah. Sebenarnya  tugas semua anggota dewan 
yang terpilih melalui pemilu legislatif 2014. Nah, di dalam 
fungsi legislasi ini, Perda akan dibahas bersama dengan 
Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam pembuatan 
Peraturan Daerah, kita sebagai anggota dewan atau wakil 
rakyat haruslah senantiasa memperhatikan aspirasi dan 
kepentingan masyarakat. 
 
Peneliti : Menurut Bapak, Bagaimana anggota dewan dalam 
melaksanakan fungsi anggaran? 
Key Informan : Kalau tentang fungsi anggaran ini kan sebenarnya suatu 
bentuk tugas yang harus dilakukan oleh DPRD untuk 
mencapai tujuan pemerintahan daerah, berupa menyusun dan 
menetapkan prakiraan penerimaan dan belanja keuangan 
pemerintahan daerah. Seperti contoh kita (DPRD) bersama 




Peneliti : Menurut Bapak, Bagaimana anggota dewan dalam 
melaksanakan fungsi pengawasan? 
Key Informan : Di dalam fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD ini 
sebenarnya bukan untuk hanya merupakan tugas dan 
kewenangan untuk menilai apakah pihak eksekutif telah 
menjalankan aktivitasnya sesuai dengan rencana program 
yang ditetapkan sebelumya atau tidak. Tetapi hasil daripada 
pengawasan itu juga dapat menjadi ukuran seberapa jauh 
Anggota DPRD dapat menjalankan mandat yang diberikan 
masyarakat untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas 
pemerintahan dan pembangunan di daerah. Akan tetapi 
kadang kita masih lemah dalam fungsi pengawasan ini. 
 
Peneliti : Menurut Bapak, Bagaimana anggota dewan dalam merespon 
aspirasi masyarakat? 
Key Informan : Masyarakat seringkali menyampaikan aspirasi baik secara 
kelompok maupun perorangan, aspirasi sering kali 
disampaikan secara lisan dan kelompok, namun ada juga yang 
menyampaikan secara perorangan entah lisan ataupun tulisan. 
Dalam merespon aspirasi masyarakat tentu kita harus 
mendengarkan dulu apa yang mereka sampaikan, seperti 
membuka ruang dialog, diskusi dengan masyarakat sehingga 
masyarakat dapat meyampaikan pokok-pokok persoalan yang 
mereka sedang hadapi, kemudian saya selaku penerima 
aspirasi mencatat apa point permasalahan yang di sampaikan 
nanti saya sharing aspirasi tersebut untuk saya bawa jika itu 
berkaitan dengan bidang di komisi saya, tapi jika itu berkaitan 
dengan bidang di komisi yang lain maka saya sampaikan ke 
komisi tersebut. 
 
Peneliti : Bagaimana anggota dewan dalam dalam mengenali 
kebutuhan masyarakat? 
Key Informan : Dalam mengenali kebutuhan masyarakat untuk dapat 
disalurkan dan diteruskan ke pemerintahan, saya harus 
mampu mengetahui persoalan itu, persoalan tentang apa yang 
menjadi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan itu 
diprioritaskan karena tidak semua kebutuhan masyarakat bisa 
kita akomodir. Kita kan juga manusia biasa yang terbatas 
kemampuannya. Selain itu kan kita juga ada reses dimana kita 
bisa melihat langsung tejun ke dapil-dapil kita dan kita juga 
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dapat mengetahui kebutuhan maupun persoalan yang terjadi 
di masyarakat. 
 
Peneliti : Menurut Bapak, bagaimana kinerja anggota dewan dalam 
menerjemahkan aspirasi masyarakat dalam merumuskan 
kebijakan? 
Key Informan : Tidak semua aspirasi masyarakat bisa kita akomodir dan kita 
realisasikan untuk menjadi sebuah aturan yang baku dan 
mengikat. Kita juga lihat aspirasi atau kebutuhan masyarakat 
ini mendesak atau tidak terlalu mendesak. Lalu ketika kita 
telah mengetahui kebutuhan masyarakat, kita juga harus 
mampu meyakinkan anggota dewan yang lain, harus ada 
kerjasama serta dukungan dalam pengambilan keputusan dari 
pihak sesama anggota legislatif yang lain agar hal tersebut 
dapat cepat terselaikan baik dukungan dari dalam DPRD 






Wawancara dengan Expert Opinion: 
Biodata singkat Expert Opinon: 
Nama : Rahmatulloh, M.Si. 
Tempat Tanggal Lahir : Cilegon, 20 Mei 1977 
Jabatan : Dosen 
Agama : Islam 
No. Hp : 085891717719 
 
Peneliti : Menurut Bapak, bagaimana kinerja anggota dewan dalam 
melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan? 
Expert Opinion : Jumlah anggota dewan perempuan akan memberikan 
dampak pada kinerja di DPRD. Meskipun belum ada 
standart baku mengenai ukuran kinerja DPRD dalam 
melaksanakan salah satu peran dan fungsinya, tetapi dengan 
jumlah anggota dewan perempuan yang menjabat jelas akan 
berpengaruh pada proses pengambilan kebijakan, terutama 
kebijakan yang memperjuangkan kepentingan kaum 
perempuan. 
Dengan adanya anggota dewan seharusnya dapat sebagai 
penyambung aspirasi masyarakat terutama kaum 
perempuan. Dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, 
maupun pengawasan, anggota dewan perempuan 
diharapkan mampu menjadi penyambung aspirasi 
masyarakat, Selain itu, dalam menilai produktivitas kinerja 
anggota dewan dalam melaksanakan fungsi legislasi, dapat 
dilihat sejauh mana keberhasilan yang telah dilakukan.  
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Sama hal nya dengan fungsi legislasi, setiap anggota DPRD 
juga berwenang untuk menentukan pemasukan dan 
pengeluaran uang daerah melalui Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah (APBD) bersama eksekutif yang 
mengajukan rancangan dan pengeluaran belanja setiap 
instansi terkait. Anggota dewan perempuan juga harusnya 
mendukung penuh program-program terutama program 
terkait tentang keperempuanan, ibu, anak, dan lain-lainnya. 
Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, tidak hanya 
anggota dewan laki-laki tetapi anggota/ politisi perempuan 
di DPRD turut aktif dalam mengawasi pihak eksekutif. 
Anggota dewan perempuan juga mengawasi jalannya 
pemerintahan, mengawasi Perda yang sedang 
diimplementasikan serta mengawasi pelayanan publik di 
masyarakat. 
Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan 
fungsi pengawasan, ada beberapa tahapan rapat yang harus 
dilaksanakan oleh anggota DPRD, antara lain: rapat di 
tingkat fraksi, komisi, dan rapat paripurna. selain harus 
selalu hadir dalam rapat paripurna, para anggota dewan juga 
harus aktif selama rapat untuk menyuarakan aspirasi yang 
disampaikan oleh masyarakat khususnya tentang 
perempuan. 
 
Peneliti : Menurut Bapak, Bagaimana anggota dewan perempuan 
dalam menampung aspirasi masyarakat, melihat kebutuhan 
masyarakat, dan memahami persoalan yang terjadi di 
masyarakat? 
Expert Opinion : Setiap tahun sebenarnya telah diprogramkan untuk 
pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat atau biasa 
disebut Reses oleh anggota DPRD. Reses dilakukan oleh 
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setiap anggota dewan pertahunnya sebanyak dua sampai tiga 
kali, tergantung keputusan bersama DPRD. Tujuan Reses 
adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi sekaligus 
sebagai pertanggungjawaban moral dan politis kepada 
konstituen oleh setiap anggota dewan sesuai Dapil masing-
masing yang selanjutnya akan disampaikan oleh anggota 
DPRD Kota Bekasi kepada Pemerintah Kota Bekasi agar 
segera direalisasikan dengan catatan skala prioritas ke dalam 
program pembangunan Pemerintah Kota Bekasi. 
Setelah melakukan kegiatan Reses, anggota DPRD baik 
secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan 
tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa Reses 
guna disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat 
paripurna, sehingga aspirasi masyarakat yang diterima dan 
ditampung dapat ditindaklanjuti dan disampaikan ke dinas/ 
SKPD terkait. Anggota DPRD hanya sebagai perantara/ 

















Wawancara dengan Ibu Enie Widhiastuti (Sekretaris Komisi III DPRD Kota 


















Wawancara dengan Bapak Macrul Falak H. S.T. (Anggota Komisi I DPRD Kota 
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